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Pratama, Giovani Angger. Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat 
Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
(Studi Putusan No. 23/Pdt.G/2020/ PN.Tgl). Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu 
Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. 2020. 
Salah satu akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian adalah 
timbulnya sengketa perebutan hak asuh anak antara suami dan isteri. Ikatan yang 
terjalin antara suami dan isteri dapat terputus karena adanya perceraian, namun 
ikatan anak dengan ibu dan bapak kandungnya tidak akan terputus sampai kapan 
pun. Masalah yang timbul, siapa yang harus memelihara anak-anak mereka, dan 
hak-hak apa saja yang harus diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya, 
Majelis Hakim wajib memeriksa dan mengadili setiap bagian dalam gugatan para 
pihak, termasuk juga tuntutan hak penguasaan anak. 
Tujuan dari penelitian ini untuk: 1) Keabsahan putusnya perkawinan 
karena perceraian golongan Indonesia Kristen, 2) hak asuh anak akibat perceraian 
menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada putusan 
No. 23/Pdt.G/ 2020/PN.Tgl. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan 
yuridis normatif. Sumber data penelitian ini adalah data sekunder. Metode 
pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan dokumen. Analisis data 
penelitian menggunakan analisis deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian diperoleh suatu kesimpulan bahwa: 1) Keabsahan 
putusnya perkawinan karena perceraian golongan Indonesia Kristen menurut 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sah. Putusan 
Hakim tidak mempertimbangkan perselisihan itu berasal dari Penggugat atau 
Tergugat, atau kesalahan itu terletak pada Penggugat atau Tergugat. Hakim di sini 
hanya mempertimbangkan segi kepastian hukumnya saja, yaitu alasan perceraian 
sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. 2) Perkara hak asuh 
anak mempertimbangkan ketentuan Pasal 47 Undang Undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan, anak yang masih dibawah kekuasaan orang tuanya 
adalah anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. Majelis Hakim 
dalam memutuskan penguasaan anak tersebut sudah sesuai dengan hukum yang 
berlaku dengan cara mensinkron dan harmonisasikan antara hukum postif dan 
sikap sosial kedua orang tuanya untuk kepentingan terbaik anak, serta melihat 
implikasinya, dari segi hukum positif terhadap anak, penguasaan anak cenderung 
diberikan kepada ibunya karena mempunyai hubungan biologis dengan ibunya 
sebelum ia dewasa dan masih sangat memerlukan perhatian dari seorang ibu. 
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi 
dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang 
membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 
 





Pratama, Giovani Angger. Custody of Underage Children Due to 
Divorce According to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage (Decision 
Study No. 23/Pdt.G/2020/PN.Tgl).  Skripsi. Tegal: Legal Studies Program, Faculty 
of Law, Pancasakti Tegal University. 2020. 
One of the consequences of breaking the marriage due to divorce is the 
emergence of a dispute over child custody between husband and wife. The bond 
that exists between husband and wife can be broken because of a divorce, but the 
ties between the child and the mother and the biological father will not be broken 
at any time. The problem that arises, who should look after their children, and 
what rights should be given by parents to their children, the Panel of Judges is 
obliged to examine and adjudicate every part of the claims of the parties, 
including the claim for child control. 
The purpose of this research is to: 1) The validity of the dissolution of 
marriage due to divorce of Christian Indonesians, 2) custody of children due to 
divorce according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage in Decision No. 
23/Pdt.G/2020/PN.Tgl. The research approach used a normative juridical 
approach. The data source of this research is secondary data. Methods of data 
collection using literature and document studies. Analysis of research data using 
qualitative descriptive analysis. 
The results of the study obtained a conclusion that: 1) The legality of the 
dissolution of marriage due to divorce from Christian Indonesians according to 
Law Number 1 of 1974 concerning Marriage is legal. The judge's decision did not 
consider the dispute originating from the Plaintiff or Defendant, or the fault rests 
with the Plaintiff or Defendant. The judge here only considers the aspect of legal 
certainty, namely the reason for divorce is in accordance with Government 
Regulation No. 9 of 1975. 2) In cases of child custody considering the provisions 
of Article 47 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, children who are 
still under the control of their parents are children who have not reached the age of 
18 (eighteen) years. The Panel of Judges in deciding that the control of the child is 
in accordance with the applicable law by synchronizing and harmonizing the 
positive law and the social attitudes of both parents for the best interest of the 
child, and seeing the implications, from a positive legal point of view for children, 
child mastery tends to be given to the mother because had a biological relationship 
with his mother before he was an adult and still really needs the attention of a 
mother. 
Based on the results of this study, it is hoped that it will become material 
for information and input for students, academics, practitioners, and all those in 
need in the Faculty of Law, Pancasakti University of Tegal. 
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Mencintai anak tidaklah cukup, yang terpenting adalah anak-anak menyadari 
bahwa mereka dicintai orangtuanya.  
(St. John Bosco) 
 
Pakailah firman Tuhan ketika logika dan perasaan tak mampu membuat 
keputusan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.  
(Mazmur 119:105)  
 
 Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah 
dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan  
permohonan dengan ucapan syukur. 
(Filipi 4:6) 
 
Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati disaat situasi 
sulit dan sukar sekalipun. Sebab Dia, Tuhan, yang akan terus menyertai kehidupan 
kita senantiasa, kapanpun dan dimanapun kita ada. 
(Giovani Angger Pratama) 
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A. Latar Belakang Masalah  
Keragaman masyarakat Indonesia tercermin dengan adanya perilaku 
berdasarkan kesukuan, budaya, adat istiadat serta keragaman beragama yang 
dianut. Masyarakat Indonesia tergolong heterogen dalam segala aspeknya, 
dalam aspek agama jelaslah terdapat enam agama yang diakui di Indonesia 
yakni agama Islam, Hindu, Budha, Kristen Protestan, Katholik, dan Kong Fu 
Chu.1 Keseluruhan agama tersebut memiliki tata aturan sendiri-sendiri baik 
secara vertikal maupun horizontal termasuk di dalamnya tata cara perkawinan.  
Perkawinan merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan untuk 
memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Menurut Pasal 1 Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan 
adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai 
suami istri dengan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
Adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di 
samping menghormati dalam arti memperlakukan hukum masing-masing 
agamanya, negara juga menyatakan diri berhak mengatur hal-hal yang tidak 
diatur hukumnya dalam agama atau kepercayaan. Undang-undang perkawinan 
menitik beratkan sahnya perkawinan pada dua unsur, yaitu: perkawinan harus 
                                                 




dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh undang-
undang (hukum negara) dan hukum agama.2 
Jadi dapat dikatakan bahwa perkawinan sah jika dilaksanakan menurut 
hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan berdasarkan 
ketentuan undang-undang (hukum Negara). Artinya, kalau perkawinan 
dilangsungkan hanya menurut ketentuan undang-undang negara tanpa 
memperhatikan ketentuan-ketentuan agama, perkawinan tersebut tidak sah. 
Demikian juga jika perkawinan hanya memperhatikan unsur agama tanpa 
memperhatikan ketentuan undang-undang (hukum negara), maka perkawinan 
demikian tidak sah. 
Substansi hukum perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan hanya memperlakukan hukum masing-masing 
agamanya dan kepercayaannya itu, dan menjadi hukum positif untuk 
perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, 
termasuk perceraian yang berlaku untuk semua warga negara Republik 
Indonesia. Sebagai suatu produk hukum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan ini sebagai hukum telah melahirkan pengertian hukum 
dalam bidang perkawinan, yang bermaksud mengatur tingkah laku manusia 
Indonesia dalam bidang perkawinan, tidak hanya lahir atau tujuan agar 
manusia Indonesia selalu berbuat baik dan menghindarkan perbuatan buruk 
yang dilarang, terutama dalam melakukan perceraian dari suatu perkawinan. 
                                                 
2 Darmabrata, Wahyono, Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 





Semua orang yang telah terikat suatu lembaga perkawinan, pada 
umumnya berkehendak bahwa perkawinan tersebut hanya dipisahkan oleh 
kematian. Fakta kehidupan menunjukkan bahwa tidak sedikit perkawinan 
yang dibangun dengan susah payah pada akhirnya bubar karena kemelut 
rumah tangga yang menghantamnya. Putusnya perkawinan akibat perceraian 
dapat terjadi karena kehendak suami atau istri atau kehendak keduanya, hal ini 
dilatarbelakangi oleh banyak faktor, misalkan tidak terpenuhinya hak-hak dan 
kewajiban-kewajiban sebagai suami atau istri, pergaulan antara suami dan istri 
yang tidak saling menghormati, tidak saling menjaga rahasia masing-masing, 
kehendak rumah tangga yang tidak aman dan tenteram, serta saling terjadi 
silang sengketa atau pertentangan pendapat yang sangat prinsip.3 
Secara difinitif, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan tidak secara khusus menjelaskan arti perceraian. Namun jika 
mencermati Pasal 38 yang berbunyi perkawinan dapat putus karena kematian, 
perceraian, dan atas keputusan Pengadilan. Kemudian Pasal 39 berbunyi:  
1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah 
Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan 
kedua belah pihak.  
2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami 
isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. 
3) Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan 
perundangan tersendiri. 
                                                 




Maka perceraian diperbolehkan, walaupun pada asasnya undang-
undang perkawinan mempersulit adanya perceraian. Dapat dikatakan bahwa 
sangat sukar untuk melakukan perceraian karena Undang-Undang No. 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut prinsip mempersulit perceraian. 
Prinsip ini merupakan upaya untuk mengurangi dan menekan angka 
perceraian serta agar perceraian tidak dijadikan alternatif terakhir oleh suami 
isteri apabila terjadi pertengkaran dalam rumah tangga. 
Salah satu masalah yang timbul adalah perkawinan bagi golongan 
Indonesia Kristen setelah terjadinya perceraian, karena dalam keyakinan 
agama Kristen perceraian dalam suatu hubungan perkawinan adalah perbuatan 
yang sangat tercela, menurut ajaran Kristen Katolik perceraian memang 
dilarang secara mutlak, sedangkan menurut ajaran Kristen Protestan mengenal 
adanya peceraian tetapi dengan alasan zina, sedang untuk alasan lain tidak 
diperbolehkan, meskipun dalam kenyataannya terdapat upaya-upaya 
perceraian bagi pasangan suami isteri yang beragama Kristen. Hal ini 
berlawanan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang putusnya 
perkawinan karena alasan perceraian yang berarti ketentuan tersebut 
memungkinkan dilakukannya perceraian dan tata cara perceraian yang telah 
diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
Perkawinan golongan Indonesia Kristen setelah terjadinya perceraian 




perceraian namun menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, perceraian dapat dilaksanakan dengan berdasar alasan-alasan 
perceraian yang telah diatur dalam undang-undang tersebut. Hal ini menjadi 
masalah karena di satu sisi agama Kristen melarang adanya perceraian, namun 
di sisi lain hukum negara memperbolehkan adanya perceraian.  
Menurut Wahyono Darmabrata undang-undang perkawinan menitik 
beratkan sahnya perkawinan pada dua unsur, yaitu perkawinan harus 
dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh undang-
undang (hukum negara) dan hukum agama.4 Guna memperoleh kepastian 
pelaksanaan hukum terkait perkawinan bagi golongan Indonesia Kristen 
setelah terjadinya perceraian, diperlukan adanya bukti tertulis. Adanya bukti 
otentik tersebut dapat menjadi pedoman untuk membuktikan tentang 
kedudukan hukum yang mendukung pelaksanaan perceraian dan perkawinan 
kembali golongan Indonesia Kristen.  
Walaupun perceraian urusan pribadi, baik itu atas kehendak satu di 
antara dua pihak yang seharusnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga 
(dalam hal ini pemerintah), tetapi demi menghindari tindakan sewenang, 
terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak yang superior dalam 
keluarga adalah suami) dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian 
harus melalui saluran lembaga peradilan.5 
                                                 
4 Darmabrata, Wahyono, Tinjauan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaanya, Jakarta: Gitama Jaya, 2003, 
hlm. 101. 
5 Ernaningsih, Wahyu & Samawati, Putu, Hukum Perkawinan Indonesia, Palembang: 




Keabsahan legalitas perceraian hanya didapatkan apabila pasangan 
suami dan isteri mengajukan gugatan cerai atau permohonan cerai di depan 
sidang pengadilan. Bagi WNI yang beragama Islam dapat mengajukan perkara 
perceraian di Pengadilan Agama, sedangkan bagi WNI yang tidak beragama 
Islam dapat mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Negeri. Walaupun 
pada dasarnya hukum Islam tidak mengharuskan perceraian dilakukan di 
depan sidang pengadilan, namun karena ketentuan ini lebih banyak 
mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak pada khususnya, dan bagi 
warga negara Indonesia yang beragama Islam wajib mengikuti ketentuan ini. 
Selain itu, sesuai dengan asas dalam hukum positif Indonesia yang 
menyatakan bahwa peraturan itu berlaku bagi seluruh warga Negara, kecuali 
peraturan menentukan lain.  
Salah satu akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian adalah 
timbulnya sengketa perebutan hak asuh anak antara suami dan isteri. Ikatan 
yang terjalin antara suami dan isteri dapat terputus karena adanya perceraian, 
namun ikatan anak dengan ibu dan bapak kandungnya tidak akan terputus 
sampai kapan pun. Oleh karena itu, antara bapak dan ibu sama-sama memiliki 
hak dalam pengasuhan anak khususnya anak di bawah umur atau di bawah 12 
tahun.  
Setiap orang tua yang bercerai pasti masing-masing dari mereka 
menginginkan buah hatinya ada dalam penguasaannya, dimana akan timbul 
perbedaan keinginan dan menimbulkan berbagai masalah hukum dalam 




memelihara anak-anak mereka, dan hak-hak apa saja yang harus diberikan 
oleh orang tua kepada anak-anaknya, Majelis Hakim wajib memeriksa dan 
mengadili setiap bagian dalam gugatan para pihak, termasuk juga tuntutan hak 
penguasaan anak.6 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, untuk memutuskan 
siapakah yang berhak mendapatkan kuasa asuh anak, masih belum ada aturan 
yang jelas. Bahkan hak asuh anak menurut hukum perdata juga belum jelas. 
Oleh sebab itu tidak heran jika banyak masalah dalam kasus perebutan hak 
asuh anak, sehingga penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dengan 
menetapkan judul “Hak Asuh Anak Dibawah Umur Akibat Perceraian 
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi 
Putusan No. 23/Pdt.G/2020/PN Tgl)”. 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan atas uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah 
yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana keabsahan putusnya perkawinan karena perceraian golongan 
Indonesia Kristen menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan? 
2. Bagaimana hak asuh anak akibat perceraian menurut Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada putusan No. 23/Pdt.G/ 
2020/PN.Tgl? 
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C. Tujuan Penelitian  
Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 
tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1. Mengkaji keabsahan putusnya perkawinan karena perceraian golongan 
Indonesia Kristen menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan. 
2. Mengetahui hak asuh anak akibat perceraian menurut Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada putusan No. 23/Pdt.G/ 
2020/PN.Tgl. 
D. Manfaat Penelitian  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari segi teoritis 
maupun dari segi praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah: 
1. Manfaat teoritis, dapat menjadi bahan kajian akademis dan memberikan 
sumbangan pemikiran bagi pengembangan pengetahuan ilmu hukum, 
khususnya bagi pengembangan hukum terkait dengan keabsahan 
perceraian golongan Kristen Indonesia dan hak asuh anak di bawah umur 
menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta 
dapat digunakan sebagai salah satu referensi atau bahan acuan untuk 
penelitian berikutnya. 
2. Manfaat praktis, memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya 
golongan Kristen Indonesia terkait keabsahan legalitas perceraian hanya 
didapatkan apabila pasangan suami dan isteri mengajukan gugatan cerai 




E. Tinjauan Pustaka  
Nugraheni, dkk (2013). Komparasi Hakasuh Danhak Nafkahanak 
Dalamputusan-Putusan Perceraian Di Pengadilan Negeri Dan Pengadilan 
Agama Kota Surakarta. Yustisia, Vol. 2, No. 3, (September-Desember 2013: 
61-70). Tingginya angka perceraian setiap tahun memunculkan keprihatinan 
penulis tentang nasib anak-anak yang orang tuanya mengalami perceraian. 
Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi perlindungan hukum terhadap 
hak-hak anak pasca perceraian kedua orang tuanya baik hak asuh maupun hak 
nafkah anak. Penelitian ini termasuk penelitian sosiologis. Data primer 
diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diperoleh melalui studi 
pustaka putusan-putusan hakim di PN dan PA Kota Surakarta. Teknik analisis 
menggunakan analisis data kualitatif khususnya dengan metode deduktif.  
Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar putusan (+75%) tidak 
mengandung amar putusan tentang hak asuh dan hak nafkah anak baik 
putusan perceraian di PN maupun PA. Hal ini berarti masih kurangnya 
perlindungan hukum terhadap hak-hak anak pasca perceraian kedua orang 
tuanya. Perbedaan perlindungan hukum yang diidentifikasi penulis antara di 
PA  dan PN ialah jika di PA, kuasa hak asuh diseyogyakan adalah ibu jika 
anak belum berumur 12 tahun (mumayiz) dan setelah berumur lebih dari 12 
tahun, anak dapat memilih siapa yang memegang hak asuh atas dirinya serta 
umur kedewasaan adalah 21 tahun. Sementara di PN, tidak ada ketentuan yang 




kedewasaan ada yang menganggap sampai berumur 18 tahun tapi ada juga 
yang sampai berumur 21 tahun. 
Meita Djohan OE (2018). Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi 
Perkara Nomor 0679/Pdt.G/2014/PA TnK). Jurnal Ilmu Hukum PRANATA 
HUKUM, Vol. 11, No. 1 (Januari 2016, ISSN 1907-560X: 61-68). Gagalnya 
suatu perkawinan maka akan timbul akibat hukum yang mengikutinya, salah 
satunya adalah Hak Asuh atas anak yang lahir dari perkawinan tersebut. 
Permasalahan dalam penelitian ini, bagaimana hak asuh anak setelah bercerai. 
Pendekatan yuridis Normatif dan Empiris, jenis datanya adalah data sekunder 
dan data primer. Pengumpulan data dan studi lapangan studi pustaka dianalisis 
secara kualitatif.  
Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa, hak asuh anak jika dilihat 
dari segi normatif, anak yang berusia di bawah 12 tahun merupakan hak asuh 
ibunya, namun berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik 
Indonesia Nomor 110K/AG/007 tanggal 7 Desember 2007 yang pada 
prinsipnya menyatakan bahwa pengasuhan anak bukan semata-mata bagi 
mereka yang paling berhak, tetapi melihat dan mengedepankan adalah 
kepentingan terbaik bagi anak. Saran musyawarah sebaiknya dilakukan jika 
ada perselisihan tentang pembagian hak asuh anak tetapi jika tidak ada jalan 
keluar lebih baik menggunakan pengadilan. 
Irfan Islami (2019). Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah 
Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian. Jurnal Al-Qadau 




dilakukan secara normatif dengan menganalisis beberapa kasus yang ada 
mengenai legalitas penguasaaan hak asuh anak di bawah umur oleh bapak atau 
mantan suami pasca perceraian ditinjau dari hukum positif yang berlaku di 
Indonesia. 
Hasil penelitian disimpulkan bahwa salah satu akibat dari perceraian 
adalah penguasaan hak asuh anak kepada salah satu pasangan yang berpisah, 
yaitu baik kepada ibu (mantan isteri) atau kepada bapak (mantan suami). 
Tidak ada Undang-Undang yang mengatur secara tegas dan jelas mengenai 
kewajiban hak asuh anak diberikan kepada ibu kandung atau bapak kandung 
pasca terjadinya perceraian, satu-satunya aturan yang mengatur hal demikian 
terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 dimana disebutkan 
bahwa penguasaan Hak Asuh Anak bagi anak dibawah umur 12 tahun 
diberikan kepada ibu kandung. Namun terkadang dalam kasus perceraian tidak 
sedikit sengketa penguasaan hak asuh anak dibawah umur diberikan kepada 
bapak kandung.  
Umul Khair (2020) Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya 
Perceraian. JCH (Jurnal Cendekia Hukum), Vol. 5, No. 2, (Maret 2020: e-
ISSN: 2580-1678 dan ISSN: 2355-4657). Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pelaksanaan hak asuh anak dan kendala-kendalanya setelah 
terjadinya perceraian di kenagarian Jopang Manganti. Metode penelitian 
menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.  
Hasil penelitian Khair dikesimpulan bahwa pelaksanaan hak asuh anak 




kenyataannya tidak sesuai dengan putusan Pengadilan Agama dengan adanya 
kendala-kendala. Kendala dalam pelaksanaan hak asuh anak setelah terjadinya 
perceraian di Kenagarian Jopang Manganti adalah kurangnya rasa tanggung 
jawab ibu, kondisi mental ibu yang tidak siap menghadapi perceraian, 
kurangnya pengetahuan agama ibu. Solusi terhadap kendala tersebut adalah 
memberikan pemahaman kepada ibu akan rasa tanggung jawab bahwa anak 
tersebut adalah titipan Allah dan akan dipertanggungjawabkan, memberikan 
pemahaman bahwa tidak setiap perceraian membawa dampak negatif, 
meningkatkan pemahaman agama bahwa Allah telah mentaqdirkan perceraian. 
F. Metode Penelitian  
1. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 
penelitian kepustakaan (library research), sedangkan metode yang digunakan 
adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan upaya 
penggalian dan pemahaman pemaknaan terhadap apa yang terjadi pada 
berbagai individu atau kelompok, yang berasal dari persoalan sosial atau 
kemanusiaan.7 Penelitian kepustakaan merupakan jenis penelitian kuantitatif 
yang umumnya tidak terjun ke lapangan dalam pencarian sumber datanya.  
Penelitian kepustakaan merupakan metode yang digunakan dalam 
pecarian data, atau cara pengamatan (bentuk observasi) secara mendalam 
terhadap  tema  yang  diteliti  untuk  menemukan  jawaban  dari  masalah yang  
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ditemukan di awal sebelum penelitian ditindaklanjuti. Penelitian kepustakaan 
inti merupakan metode dalam pencarian, mengumpulkan dan menganalisis 
sumber data untuk diolah dan disajikan dalam bentuk laporan penelitian 
kepustakaan terkait keabsahan perceraian golongan Kristen Indonesia dan hak 
asuk anak akibat perceraian.  
2. Pendekatan Penelitian  
Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis 
normatif dengan metode pendekatan yang digunakan adalah Case Approach 
(pendekatan kasus) di mana metode ini dilakukan dengan cara melakukan 
kajian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan penerapan hukum terkait 
dengan masalah penelitian. Penulis menggunakan jenis penelitian hukum 
normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan 
pustaka atau data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum 
sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum tersebut disusun secara 
sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya 
dengan masalah yang diteliti.8  
Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap sistematik 
hukum, yaitu penelitian yang dilakukan pada perundang-undangan tertentu 
ataupun hukum tercatat. Tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan 
identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok atau dasar dalam hukum, 
yakni masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa 
                                                 




hukum, hubungan hukum dan obyek hukum.9 Dalam hal ini yaitu terkait 
keabsahan perceraian golongan Kristen Indonesia dan hak asuk anak akibat 
perceraian pada menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan pada Putusan No. 23/Pdt.G/2020/PN Tgl. 
3. Sumber Data  
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan sehingga sumber 
datanya menggunakan data sekunder, yaitu diperoleh secara tidak langsung 
dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan, 
bersumber pada buku-buku literatur, dokumen, peraturan perundang-undangan 
dan arsip penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian.10  
Jenis data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari atas dasar bahan 
hukum primer, bahan hukum sekunder, dan non hukum. Maka sumber dan 
jenis bahan penelitian yang digunakan dalam bahan penelitian ini, meliputi: 
a. Bahan hukum primer yaitu data yang diambil dari sumber aslinya yang 
berupa undang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat 
mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat.11  
b. Bahan hukum sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan 
keterangan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak 
langsung dari sumbernya atau dengan kata lain dikumpulkan oleh pihak 
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10 Syamsudin, M., Operasionalisasi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
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lain, berupa buku jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi, penelitian yang 
berwujud laporan dan buku-buku hukum.12  
c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk 
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 
sekunder yang lebih dikenal dengan nama acuan bidang hukum.  
4. Metode Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui 
studi kepustakaan (library research) atau studi dokumen, yaitu suatu alat 
pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan 
mempergunakan content analysis.13 Dalam penelitian ini, penulis melakukan 
studi pustaka dengan cara menelusuri perpustakaan, membaca, mengkaji dan 
mempelajari buku-uku, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, 
jurnal penelitian, makalah, searching internet, dan pembelian buku referensi 
guna menunjang penelitian. Sedangkan studi dokumen dengan mencari data-
data terkait dengan penelitian di lokasi penelitian berupa putusan Pengadilan. 
5. Metode Analisis Data  
Analisis data penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis 
deskriptif kualitatif yang bersifat deskriptif analitik yaitu berusaha 
menggambarkan dan menjelaskan terhadap sumber-sumber hukum yang 
dijadikan legitimasi terkait keabsahan perceraian dan hak asuk anak akibat 
perceraian  golongan  Kristen Indonesia. Analisis  deskriptif analitik dilakukan  
                                                 
12 Ibid, hlm. 36. 




dengan menggunakan model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, 
yaitu analisis interaktif. Dalam analisis ini, data yang diperoleh dilapangan 
disajikan dalam bentuk narasi.14  
Proses analisis datanya menggunakan tiga proses yang saling 
berhubungan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Reduksi data meliputi seleksi dan pemadatan data, catatan diringkas dan 
disederhanakan. Data tersebut ditampilkan dalam bentuk gabungan informasi, 
diringkas menggunakan teknik penalaran secara induktif dengan cara berpikir 
yang berangkat dari fakta-fakta khusus kemudian ditarik kegeneralisasi yang 
bersifat umum. Langkah selanjutnya penarikan kesimpulan dan verifikasi data, 
mencakup proses pemaknaan dan penafsiran data terkumpul yang bertujuan 
untuk mendeskripsikan keabsahan perceraian dan hak asuk anak akibat 
perceraian golongan Kristen Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Putusan No. 23/Pdt.G/2020/PN Tgl. 
G. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan skripsi memuat urut-urutan penulisan penelitian 
dalam skripsi. Untuk memberikan gambaran tentang isi skripsi ini, maka 
penulis menyusun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut: 
Bab I  Pendahuluan, dalam bab ini dikemukakan mengenai latar belakang 
masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. 
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Bab II  Hak Asuh Anak Dibawah Umur Akibat Perceraian, dalam bab ini 
dikemukakan tinjauan umum tentang hak asuh anak, meliputi: 
pengertian hak asuh anak (pemeliharaan anak), hak asuh anak 
perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tanggung jawab 
pemeliharaan/hak asuh anak; tinjauan tentang anak di bawah umur, 
meliputi: pengertian anak di bawah umur, hak-hak anak), hak-ak anak 
di bawah umur;  tinjauan tentang perkawinan, meliputi: perkawinan 
menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan menurut 
agama Kristen; dan tinjauan umum tentang perceraian, meliputi 
perceraian menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perceraian 
menurut agama Kristen (Katolik dan Protestan). 
Bab III  Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam hal ini akan dijelaskan hasil 
penelitian dan pembahasan terkait keabsahan putusnya perkawinan 
karena perceraian golongan Indonesia Kristen menurut Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hak asuh anak 
akibat perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan pada putusan No. 23/Pdt.G/ 2020/PN.Tgl. 
Bab IV Penutup, terdiri atas kesimpulan dan saran, dalam hal ini akan 
diuraikan jawaban penulis dari rumusan masalah penelitian dan 
memaparkan saran-saran dari penulis. 
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BAB II 
HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR AKIBAT PERCERAIAN 
 
A. Tinjauan Umum tentang Hak Asuh Anak  
1. Pengertian Hak Asuh Anak (Pemeliharaan Anak) 
Asuh ataupun pemeliharaan secara etimologi adalah “proses, cara, 
perbuatan memelihara, penjagaan, perawatan, pendidikan, penyelamatan, 
penjagaan harta kekayaan.15 Adapun secara terminologis adalah memelihara 
anak-anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan, atau menjaga 
kepentingannya karena belum dapat berdiri sendiri, serta melindungi diri dari 
segala yang membahayakan dirinya sesuai dengan kadar kemampuannya.16 
Menurut Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pengasuhan 
terhadap anak-anak yang masih di bawah umur yang tidak berada di bawah 
kekuasaan orang tua dilakukan oleh suatu lembaga yang dinamakan 
perwalian. Pada umumnya dalam setiap perwalian yang dikenal di dalam 
KUH Perdata hanya ada seorang wali saja, kecuali apabila seorang wali ibu 
kawin lagi, dalam hal mana suaminya menjadi wali. Jika salah satu dari orang 
tua tersebut meninggal, maka menurut KUH Perdata orang tua yang lainnya 
dengan sendirinya menjadi wali bagi anak-anaknya. Perwalian ini dinamakan 
perwalian menurut undang-undang.  
Seorang anak yang lahir di luar perkawinan berada di bawah perwalian 
orang tua yang mengakuinya. Apabila seorang anak yang tidak berada di 
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bawah kekuasaan orang tua, ternyata tidak mempunyai wali, hakim akan 
mengangkat seorang wali atas permintaan salah satu pihak yang 
berkepentingan atau karena jabatannya. Tetapi ada juga kemungkinan seorang 
ayah atau ibu dalam surat wasiatnya mengangkat seorang wali bagi anaknya. 
Perwalian semacam ini disebut dengan perwalian menurut wasiat.  
Seorang yang telah ditunjuk untuk menjadi wali harus menerima 
pengangkatan tersebut, kecuali jika ia mempunyai alasan-alasan tertentu 
menurut undang-undang dibenarkan untuk dibebaskan dari pengangkatan 
tersebut. Perwalian menurut KUH Perdata diatur dalam Pasal 330 ayat (3) 
berbunyi, “Mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan 
orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana diatur 
dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini”. 
Dari pengertian-pengertian pemeliharaan anak tersebut di atas dapat 
disimpulkan bahwa hak asuh anak mencakup aspek-aspek: pendidikan, 
tercukupnya kebutuhan, dan usia (hak asuh anak itu diberikan kepada anak 
sampai usia tertentu). Sehingga yang dimaksudkan dengan hak asuh anak 
adalah membekali anak secara material, spiritual, mental maupun fisik agar 
anak dapat berdiri sendiri dalam menghadapi hidup masa kini dan kehidupan 
selanjutnya saat dewasa. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak 
menyebutkan pengertian pemeliharaan anak secara definitif, melainkan hanya 
disebutkan tentang kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya. Jadi dapat 
diambil kesimpulan bahwa hak asuh anak adalah melakukan pemeliharaan 




darinya, menyediakan sesuatu yang baik baginya, menjaga dari sesuatu yang 
menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya agar bisa 
berdiri sendiri mengahadapi hidup dan memikul tanggung jawab. 
2. Hak Asuh Anak Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974  
Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 
dijelaskan bahwa kewajiban orang tua terhadap anaknya pada dasarnya terbagi 
kepada dua bagian yaitu pemeliharaan dan pendidikan. Kewajiban ini berlaku 
terus sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri walaupun 
perkawinan antara kedua orang tua itu telah putus. Sebagai landasan Hukum 
tentang kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak 
tersebut di dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 45 ayat (1) dan (2) di 
jelaskan tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak: 
a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka 
sebaik-baiknya. 
b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku 
sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku 
terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. 
Menurut Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: 
a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-
anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada 





b. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan 
yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat 
memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut 
memikul biaya tersebut. 
c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan 
biaya penghidupan dan/atau menetukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. 
Pasal 49 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni: 
“Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban 
untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut”.17 Dari bunyi 
ketentuan tersebut dapat kita simpulkan, baik anak itu di bawah pemeliharaan 
bapak atau ibu, maka yang menjamin jumlah biaya pemeliharaan dan 
pendidikan anak ialah bapak. Mengenai jumlah besarnya biaya ditentukan atas 
dasar kebutuhan anak, dan ketentuan tersebut diselaraskan dengan keadaan 
ekonomi orang tua. Apabila orang tua dalam keadaan kuat ekonominya, maka 
ia wajib memberikan biaya sesuai dengan kebutuhan anak. Sebaliknya apabila 
keadaan ekonomi orang tua dalam keadaan lemah, maka kewajiban orang tua 
itu harus sesuai dengan kebutuhannya. 
Secara umum menurut Undang-Undang Perkawinan, tanggung jawab 
orang tua terhadap anak tetap melekat meskipun telah bercerai. Kekuasaan 
orang tua terhadap anak dijabarkan melalui perangkat ketentuan hak dan 
kewajiban  anak, dan hak dan  kewajiban  orang  tua terhadap kewajiban anak.   
                                                 
17 Bahari, Adib, Prosedur Gugatan Cerai + Pembagian Harta Gono Gini+ Hak Asuh 




Oleh karena itu perlakuan terhadap anak adalah berdasarkan prinsip 
pemberian yang terbaik bagi anak. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa 
substansi dan semangat Undang-Undang Perkawinan, kekuasaan orang tua 
terhadap anak pasca perceraian dianggap logis mengingat makna kekuasaan 
orang tua terhadap anak sangat berkolerasi terhadap makna perkawinan dan 
perceraian sebagaimana diatur Undang-Undang Perkawinan.  
Pemaknaan yang terdapat di dalam undang-undang tersebut juga 
sejalan dengan pemaknaan perlindungan anak sebagaimana diatur di dalam 
Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu memberikan yang terbaik kepada 
anak. Dengan demikian pemaknaan kekuasaan orang tua terhadap anak pasca 
perceraian, memiliki tingkat harmonisasi yang baik. Menurut Undang-Undang 
Perkawinan, bahwa kewajiban orang tua terhadap anaknya pada dasarnya 
terbagi kepada dua bagian, yaitu pemeliharaan dan pendidikan. Kewajiban ini 
berlaku terus sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri walaupun 
perkawinan antara kedua orang tua itu telah putus. yakni: 
a. Dasar Kewajiban Pemeliharaan Anak Sebagai landasan Hukum tentang 
kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak tersebut 
di dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 45 Pasal 1 dan 2. 
b. Tujuan pemeliharaan anak, Kewajiban orang tua memelihara dan 
mendidik anak-anaknya adalah semata-mata berdasarkan kepentingan 
anak. Hal ini dilaksanakan demi untuk mempersiapkan masa depan anak, 





Adapun orang yang berhak melakukan pemeliharaan anak dalam Pasal 
41 (a) pada prinsipnya, baik ibu maupun bapak diberikan hak yang sama 
untuk melakukan pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak-anaknya setelah 
terjadi perceraian. Oleh karena itu keduanya dapat mufakat siapa akan anak 
tersebut. Akan tetapi apabila terjadi perselisihan, maka persoalan diserahkan 
kepada Pengadilan. Pengadilanlah yang harus memilih dan menetapkan siapa 
di antara kedua orang tua yang sama-sama berhak akan melaksanakan 
pemeliharaan, untuk itu Pengadilan harus memeriksa dengan teliti siapakah di 
antara mereka yang lebih baik mengurus kepentingan anak. 
Sedangkan tentang biaya pemeliharaan anak, biaya pemeliharaan dan 
pendidikan anak diatur dalam Pasal 41 (b) dan 49 ayat (2) Undang-Undang 
Perkawinan bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya 
pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam 
kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut Pengadilan dapat 
menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. 
Dari bunyi ketentuan tersebut dapat kita simpulkan, baik anak itu di 
bawah pemeliharaan bapak atau ibu, maka yang menjamin jumlah biaya 
pemeliharaan dan pendidikan anak ialah bapak. Mengenai jumlah besarnya 
biaya ditentukan atas dasar kebutuhan anak, dan ketentuan tersebut 
diselaraskan dengan keadaan ekonomi orang tua. Apabila orang tua dalam 
keadaan kuat ekonominya, maka ia wajib memberikan biaya sesuai dengan 
kebutuhan anak. Sebaliknya apabila keadaan ekonomi orang tua dalam 




Dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, meskipun orang 
tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi 
pemeliharaan kepada anak tersebut. Dari bunyi ketentuan tersebut dapat kita 
simpulkan, baik anak itu di bawah pemeliharaan bapak atau ibu, maka yang 
menjamin jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak ialah bapak. 
Mengenai jumlah besarnya biaya ditentukan atas dasar kebutuhan anak, dan 
ketentuan tersebut diselaraskan dengan keadaan ekonomi orang tua. Apabila 
orang tua dalam keadaan kuat ekonominya, maka ia wajib memberikan biaya 
sesuai dengan kebutuhan anak. Sebaliknya apabila keadaan ekonomi orang tua 
dalam keadaan lemah, maka kewajiban orang tua itu harus sesuai dengan 
kebutuhannya.  
Hal ini memang patut sebagai lanjutan prinsip, bahwa bapak (suami) 
mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan memberi segala kepentingan 
biaya yang diperlukan dalam kehidupan berumah tangga sesuai dengan 
kemampuannya. Mengenai batas kewajiban pemeliharaan dan pendidikan 
anak diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan: Kewajiban 
orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu 
kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun 
perkawinan antara kedua orang tua putus.  
Jadi pokok-pokok batas kewajiban orang tua untuk memelihara dan 
mendidik anak-anaknya tidak ditentukan sampai batas umur tertentu, tetapi 
dilihat dari keadaan anak itu, Apabila anak dianggap telah dapat berdiri sendiri 




mendidiknya walaupun anak baru berumur 17 tahun, sebaliknya anak yang 
telah berumur 25 tahun tetapi belum mampu berdiri sendiri maka orang tua 
masih berkewajiban memelihara dan mendidik. 
3. Tanggung Jawab Pemeliharaan/Hak Asuh Anak 
Setiap keluarga mendambakan keluarga yang harmonis dan bahagia, 
namun dalam kenyataannya tidak selamanya dapat diwujudkan. Kehidupan 
berumah tangga antara suami istri sudah tentu mengharapkan agar perkawinan 
yang telah dibina dapat berjalan dengan langgeng dan menjadi suatu keluarga 
yang bahagia dan harmonis. 
Keharmonisan keluarga mempunyai peranan yang cukup besar dalam 
perkembangan dan pertumbuhan jiwa anak kearah yang lebih baik, sebaiknya 
hubungan yang kurang harmonis akan menimbulkan perkembangan dan 
pertumbuhan anak yang tidak baik dan tidak terkendali. Anak kelak akan 
menjadi penerus keturunan yang mana anak mempunyai hak untuk dipelihara 
dan dididik dengan baik dan penuh kasih sayang oleh kedua orang tuanya. 
Kepribadian seorang anak akan tumbuh dengan baik apabila pendidikan yang 
diberikan kepada anak tersebut dibarengi dengan perhatian dan kasih sayang 
yang dicurahkan secara harmonis oleh kedua orang tuanya, sebaliknya apabila 
hubungan antara kedua orang tuanya tidak berjalan dengan harmonis maka 
perhatian dan kasih sayang terhadap anak akan menjadi berkurang bahkan 
tidak diperhatikan dan diperdulikan sama sekali. Sehingga dengan demikian 




Kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua tentu akan 
mengakibatkan dampak yang kurang baik, anak yang tidak mendapat 
perhatian akan mencoba mencari perhatian di luar. Anak menjadi tidak terurus 
dan dapat melakukan hal-hal apapun sesukanya tanpa adanya pengawasan 
orang tua sibuk mengurus perceraiannya. Permasalahan mengenai anak pasca 
perceraian orangtuanya tidak akan terjadi sepanjang orangtuanya sama-sama 
mempunyai iktikad yang baik untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. Ibu memegang hak pemeliharaan anak-anak 
sedangkan ayah memberikan nafkah. 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 
30 menyebutkan bahwa “suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk 
menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan 
masyarakat”. Selanjutnya dalam Pasal 45 menegaskan bahwa kedua orang tua 
wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai 
anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun 
perkawinan antara keduanya putus. 
Kewajiban mendidik dan memelihara anak-anak dilakukan oleh kedua 
orang tua terhadap anak-anaknya, sampai anak-anaknya menjadi dewasa dan 
mampu berdiri sendiri walaupun kedua orang taunya telah bercerai. 
Selanjutnya dalam Pasal 47 dinyatakan sebagai berikut: 
1) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah 
melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama 




2)  Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam 
dan di luar pengadilan. 
Kekuasaan orang tua ini dapat saja dicabut akan tetapi orang tua tidak 
dibebaskan dari kewajiban memberi biaya nafkah anak hal tersebut 
sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 1 Tahun 74 tentang 
Perkawinan, sebagai berikut: “Salah seorang atau kedua orang tua dapat 
dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu 
atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas 
dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan 
keputusan pengadilan dalam hal-hal: Ia sangat melalaikan kewajibannya 
terhadap anaknya, dan berkelakuan sangat buruk.” 
Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya mereka masih tetap 
berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anaknya tersebut. 
Hal ini dilakukan agar kebutuhan anak-anak akan penghidupan dan 
perkembangannya tetap terjamin sampai anak-anak tumbuh menjadi dewasa. 
Untuk semakin memperjelas tentang prinsip hukum yang mengatur tentang 
biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian, dalam hal ini perlu pula 
dikemukakan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 41 sebagai berikut: 
a.  Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-
anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada 





b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan 
pendidikan yang diperlukan anak itu, bila mana bapak dalam 
kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat 
menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. 
Kewajiban akan pemeliharaan hidup anak bukan hanya sekedar 
mencukupi kebutuhan sehari-harinya saja, akan tetapi juga yang paling 
penting dan terutama ialah bahwa ayah dan ibu tersebut mampu untuk 
mengurus dan membina kepribadian anaknya dengan benar dan baik sehingga 
anak tersebut nantinya akan menjadi manusia yang berguna bagi masa 
depannya sendiri, keluarganya, dan dalam kehidupan masyarakat. 
Permasalahan mengenai pemeliharaan anak dan biaya nafkah, ayah 
dan ibu wajib melaksanakannya. Ibu berdasarkan hak pengasuhannya 
berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak di bawah umur sampai 
dewasa sedangkan ayah berkewajiban untuk memberkan nafkah anak dalam 
hal untuk pendidikan, makanan, dan segala kebutuhan lain yang menunjang 
perkembangan anak-anaknya sampai anak-anak tersebut dewasa. Putusnya 
hubungan perkawinan karena perceraian akan menimbulkan akibat hukum 
yang harus diperhatikan oleh para pihak yang bercerai, karena dengan 
putusnya perkawinan maka bukan berarti juga akan memutus kewajiban para 
pihak sebagai ayah dan ibu dalam hal pemeliharaan, pengasuhan dan 
pemberian nafkah anak-anaknya. Apalagi jika putusnya perkawinan karena 




Tindakan orang tua yang mengabaikan pemeliharaan anak ini dapat 
terjadi karena orang tua tidak menyadari bahwa walaupun telah bercerai atau 
ibunya telah meninggal dunia, anak tetap mempunyai hak untuk mendapatkan 
perhatian, pemeliharaan dan perlindungan dari orang tuanya bukan nenek dan 
kerabatnya. Pertanggungjawaban mengenai pemeliharaan yaitu hak asuh anak 
dan nafkah merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap anak. Namun 
dalam kenyataannya ayah yang sudah diwajibkan untuk menafkahi anak-
anaknya, dikemudian hari ayah tersebut sudah tidak perduli lagi akan 
kewajibannya. Ayah seringkali mengabaikan kewajibannya untuk  
memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Oleh karenanya hal ini 
menyebabkan anak-anak menjadi terlantar. 
B. Tinjauan tentang Anak Di Bawah Umur 
1. Pengertian Anak Di Bawah Umur 
Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan 
antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam 
suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri.18 Ditinjau dari 
aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum positif di Indonesia 
lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang dibawah umur 
atau keadaan di bawah umur atau kerap juga disebut sebagai anak yang 
dibawah pengawasan wali.19 
                                                 
18 Huraerah, Abu, Kekerasan Terhadap Anak, Bandung: Nuansa, 2006, hlm. 36. 
19 Soeaidy, Sholeh & Zulkhair, Dasar Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: Novindo 




Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberi batasan mengenai 
pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum 
berumur 21 (dua puluh satu) tahun, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330 
yang berbunyi belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 
genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 
angka 2 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai 
umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan anak adalah orang yang 
dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum 
mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Menurut Pasal 1 
angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang 
Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 
(delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam 
kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Sementara Pasal 
1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum 
berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.  
Dengan demikian maka pengertian anak (juvenile) pada umumnya 
adalah seorang yang masih di bawah umur tertentu, yang belum dewasa dan 




Indonesia mengenai batasan umur berbeda-beda. Perbedaan tersebut 
bergantung dari sudut manakah pengertian anak dilihat dan ditafsirkan. Hal ini 
tentu ada pertimbangan aspek psikis yang menyangkut kematangan jiwa 
seseorang.20 Di sisi lain, batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas, 
dirasa menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak 
secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan.  
2. Hak-Hak Anak Dibawah Umur 
Anak sebagai golongan rentan memerlukan perlindungan terhadap 
hak-haknya. Sebagaimana diketahui manusia adalah pendukung hak sejak 
lahir, dan diantara hak tersebut terdapat hak yang bersifat mutlak sehingga 
perlu dilindungi oleh setiap orang. Hak yang demikian itu tidak terkecuali juga 
dimiliki oleh anak, namun anak memiliki hak-hak khusus yang ditimbulkan 
oleh kebutuhan-kebutuhan khusus akibat keterbatasan kemampuan sebagai 
anak. Keterbatasan itu yang kemudian menyadarkan dunia bahwa 
perlindungan terhadap hak anak mutlak diperlukan untuk menciptakan masa 
depan kemanusiaan yang lebih baik.21 
Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa 
depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. 
Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara 
yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang 
                                                 
20 Prakoso, Abintoro, Hukum Perlindungan Anak, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 
2016, hlm. 42-43. 
21 Solehuddin, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja 
di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang), 




dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini. 
Berkaitan dengan perlakuan terhadap anak tersebut, maka penting bagi kita 
mengetahui hak-hak anak dan kewajiban anak. Terlebih dalam pemenuhan 
haknya, seorang anak tidak dapat melakukan sendiri disebabkan kemampuan 
dan pengalamannya yang masih terbatas. Orang dewasa, khususnya orang tua 
memegang peranan penting dalam memenuhi hak-hak anak.22 
Setiap orang mempunyai kepentingan sendiri yang berbeda antara 
manusia satu dengan yang lainnya dalam masyarakat. Untuk itu diperlukannya 
aturan hukum untuk menata kepentingan itu. Ketentuan hukum yang 
menyangkut kepentingan anak disebut hukum perlindungan anak. Hukum 
perlindungan anak adalah hukum yang menjamin perlindungan hak dan 
kewajiban anak. Bismar Siregar mengatakan aspek perlindungan anak lebih 
dipusatkan kepada hak–hak anak yang diatur oleh hukum bukan kewajiban, 
mengingat secara hukum anak belum dibebani kewajiban.23 
Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma hukm teringgi telah 
menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, 
dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi”. Dengan dicantumkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh 
konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak 
merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan 
dalam kenyataan sehari-hari.  
                                                 
22 Djamil, M. Nasir, Anak Bukan Untuk Dihukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 12. 





Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 
mengatur hak-hak anak sebagai berikut: 
a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan 
berdasarkan kasih sayang (Pasal 2 ayat 1) 
b. Anak berhak atas perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun 
sesudah dilahirkan (Pasal 2 ayat 3). 
c. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang 
membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya 
dengan wajar (Pasal 2 ayat 4). 
d. Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak 
mendapat pertolongan bantuan dan perlindungan (Pasal 3 ayat 4). 
e. Anak tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara, 
atau orang, atau badan (Pasal 4 ayat 1). 
f. Anak tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan 
keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar (Pasal 5 ayat 1). 
g. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan 
yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam 
masa pertumbuhan dan perkembangannya (Pasal 6 ayat 1). 
h. Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak 
menjadi hak setiap anak tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, agama, 




Hak anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak: 
a. Setiap anak berhak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi 
secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta 
mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4). 
b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status 
kewarganegaraan (Pasal 5). 
c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan 
berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam 
bimbingan orang tua atau wali (Pasal 6). 
d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan 
diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7 ayat 1). 
e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial 
sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial (Pasal 8). 
f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka 
pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat 
dan bakatnya (Pasal 9 Ayat 1). 
g. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, 
mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan 
usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan 




h. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, 
bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi 
sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi 
pengembangan diri (Pasal 11). 
i. Setiap anak berhak menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, 
bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12). 
j. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain 
manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat 
perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi; b. eksploitasi, baik ekonomi 
maupun seksual; c. penelantaran; d. kekejaman, kekerasaan, dan 
penganiayaan; e. ketidakadilan; dan f. perlakuan salah lainnya (Pasal 13). 
k. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika 
ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa 
pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan 
pertimbangan terakhir (Pasal 14). 
l. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: a. 
penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b. pelibatan dalam sengketa 
bersenjata; c. pelibatan dalam kerusuhan sosial; d. pelibatan dalam 
peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; e. pelibatan dalam 
peperangan (Pasal 15) 
m. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, 





n. Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum (Pasal 
16 ayat 2). 
o. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: a) Mendapatkan 
perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang 
dewasa; b) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara 
efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan c)Membela 
diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan 
tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 17 ayat 1). 
p. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak 
mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18). 
Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, perlindungan terhadap anak di atur 
dalam: 
a. Setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan 
negara (Pasal 52 ayat 1). 
b. Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan 
hidup, dan meningkatkan taraf kehidupan; Setiap anak sejak kelahirannya, 
berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan (Pasal 53 ayat 1, 2). 
c. Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh 
perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara 
untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, 
meningkatkan diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan 




d. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan 
berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah 
bimbingan orang tuanya dan atau wali (Pasal 55). 
e. Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan dan 
diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 56 ayat 1). 
f. Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat dan dibimbing 
oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan; Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua 
angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua 
telah meninggal sebagai orang tua (Pasal 57 ayat 1 dan 2). 
g. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala 
bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, pemberlakuan buruk dan 
pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau 
pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan (Pasal 58 
ayat 1). 
h. Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tua secara 
bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan 
aturan hukum yang sah yang menunjukan bahwa pemisahan itu adalah 
kepentingan terbaik bagi anak (Pasal 59). 
i. Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam 
rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat 




j. Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, 
bermain, berekreasi, sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasan 
demi pengembangan dirinya (Pasal 61). 
k. Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan 
sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya 
(Pasal 62). 
l. Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan dalam peristiwa peperangan, 
sengketa bersenjata, kerusuhan sosial dan peristiwa lainnya yang 
mengandung unsur kekerasan (Pasal 63). 
m. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan 
eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya 
sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan, fisik, moral, 
kehidupan sosial, dan mental spiritualnya (Pasal 64). 
n. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan 
eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak serta dari 
berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif 
lainnya (Pasal 65). 
o. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan 
hukum (Pasal 66). 
p. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan 
secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan 
pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, 




q. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan 
hukum dan bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya 
hukum yang berlaku (Pasal 66 ayat 6). 
r. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan 
memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang obyktif dan tidak 
memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum (Pasal 66 ayat 7). 
Dari beberapa ketentuan perundang-undangan di atas, maka penulis 
mengkategorikan hak-hak anak, antara lain hak untuk hidup, tumbuh, dan 
berkembang; hak untuk mendapatkan identitas dan kewarganegaraan; hak 
untuk mengetahui orang tua, dibesarkan, dan diasuh orang tuanya; hak untuk 
memperoleh pendidikan yang sesuai; hak untuk memperoleh pelayanan 
kesehatan dan jaminan sosial; hak untuk mendapatkan kebebasan beribadah, 
berekspresi, dan berpikir; hak untuk memperoleh lingkungan terbaik; hak 
untuk mendapatkan perlindungan dari segala hal yang dapat merugikan; hak 
untuk mendapatkan Air Susu Ibu (ASI). Penelitian ini difokuskan pada hak 
mendapatkan pengasuhan dari orang tuanya.  
C. Tinjauan Umum tentang Perkawinan  
1. Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
Keragaman masyarakat Indonesia antara lain dicerminkan dengan 
adanya perilaku berdasarkan kesukuan, budaya, adat istiadat serta keragaman 
beragama yang dianut. Salah satu perilaku yang dianggap sakral dari 
keragaman perilaku tersebut yakni Perkawinan yang dianggap sakral, yang 




Perkawinan, yang dalam pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan 
agama, adat istiadat serta bahkan dilakukan berdasarkan kesepakatan antar 
suku bangsa yang ada di Indonesia. 
Adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di 
samping menghormati dalam arti memperlakukan hukum masing-masing 
agamanya, negara juga menyatakan diri berhak mengatur hal-hal yang tidak 
diatur hukumnya dalam agama atau kepercayaan. Undang-undang perkawinan 
menitikberatkan sahnya perkawinan pada 2 (dua) unsur, yaitu: perkawinan 
harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh 
undang-undang (hukum negara) dan hukum agama.24 Perkawinan adalah sah 
jika dilaksanakan menurut hukum masingmasing agama dan kepercayaannya 
itu dan berdasarkan ketentuan undang-undang (hukum Negara). Artinya kalau 
perkawinan dilangsungkan hanya menurut ketentuan undang-undang Negara, 
tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan agama, perkawinan tersebut tidak 
sah. Demikian juga perkawinan hanya memperhatikan unsur agama tanpa 
memperhatikan ketentuan undang-undang (hukum Negara), maka perkawinan 
demikian tidak sah. 
Jadi substansi hukum perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya memperlakukan hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan menjadi hukum positif untuk 
perkawinan   dan   segala   sesuatu   yang   berhubungan  dengan   perkawinan,  
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termasuk perceraian yang berlaku untuk semua warga negara Republik 
Indonesia. Sebagai suatu produk hukum undang-undang ini sebagai hukum 
telah melahirkan pengertian hukum dalam bidang perkawinan, yaitu yang 
bermaksud mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam bidang 
perkawinan, tidak hanya lahir atau tujuan agar manusia Indonesia selalu 
berbuat baik dan menghindarkan perbuatan buruk yang dilarang, terutama 
dalam melakukan perceraian dari suatu perkawinan.  
Nilai sakral Perkawinan berkonsekuensi bahwa Kedua belah pihak 
harus senantiasa melaksanakan nilai-nilai religiusnya sesuai dengan agama 
dan kepercayaan yang diyakininya. Bagi mereka yang beragama, 
pertanggungjawaban atas kehidupan perkawinannya tidak hanya bersifat 
duniawi saja, melainkan juga pertanggungjawaban terhadap Tuhan. Secara 
difinitif, menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
dalam Pasal 1 merumuskan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara 
seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan 
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa”. 
Arti perkawinan di Indonesia tidak semata-mata bersifat lahiriah tetapi 
juga berkaitan erat dengan unsur batiniah. Unsur-unsur tersebut merupakan 
satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dengan mengetahui dan 
menghayati maksud serta tujuan perkawinan yang luhur itu, maka tanggung 
jawab suami isteri dalam rumah tangga semakin berat. Oleh karena itu, 




Sehingga akan tercipta suatu kebahagiaan dan kesejahteraan yang seimbang, 
baik secara materiil maupun spiritual berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
Lebih lanjut, menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan, disebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila 
dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya 
itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”. 
Selanjutnya dalam penjelasan atas Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tidak ada perkawinan di 
luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, termasuk 
ketentuan Perundang-undangan yang berlaku bagi seluruh agama dan 
kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau ditentukan lain dalam 
undang-undang ini. Oleh karena itu, salah satu asas atau prinsip yang 
tercantum dalam Undang-Undang ini bahwa suatu perkawinan adalah sah 
bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 
kepercayaannya. 
Substansi hukum tentang perkawinan menurut Pasal 1 dan 2 ayat (1) 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sangat sesuai dengan 
Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 memuat ketentuan: “Negara 
menjamin kebebasaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-
masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”. Dari 
bunyi pasal tersebut, yang dimaksud dengan agama dan kepercayaannya itu 
ialah agama dan kepercayaan yang “dipeluk” seseorang. Jadi untuk 




perkawinan dan perceraian sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) undang-undang 
tersebut, adalah agama dan kepercayaan yang dipeluk oleh mereka yang akan 
melakukan perkawinan maupun perceraian.  
Jika ditelaah lebih jauh, definisi perkawinan tersebut mengandung tiga 
hal yang panting, yaitu: a. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang 
pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, b. Ikatan lahir batin itu 
ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 
itu sejahtera, dan c. Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu 
berdasarkan pada ketuhanan Yang Maha Esa. 
2. Perkawinan Menurut Agama Kristen 
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
telah ditegaskan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan 
menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ketentuan 
perkawinan dalam agama Kristen dapat dijumpai dalam Kitab Suci, baik 
Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Kitab Suci Perjanjian Baru 
merupakan koreksi atas beberapa hal dalam Perjanjian Lama. Selain diatur 
dalam Kitab Suci, ketentuan tentang Perkawinan Kristen Katolik juga diatur 
dalam Hukum Kanonik, yakni dalam Hukum Kanonik 1055-1165, beserta 
statuta-statuta Keuskupan sebagai peraturan pelaksanaannya. 
Tradisi Katolik sejak abad II sampai XX, martabat perkawinan selau 
dijunjung tinggi. Usaha gereja Katolik tersebut paling nampak pada 
pengakuannya bahwa perkawinan antara dua orang Kristen merupakan 




Hukum, gereja Katolik yang dipromosikan pada tahun 1983. Menurut Kanon 
1055, perkawinan sebagai berikut: 
a. Dengan perjanjian perkawinan pria dan wanita membentuk kebersamaan 
seluruh hidup antara mereka. Menurut sifat kodratinya perjanjian 
perkawinan itu terarah kepada kebaikan suami isteri dan prokreasi serta 
pendidikan anak. Oleh Kristus Tuhan perjanjian parkawinan antara orang-
orang yang dibaptis diangkat ke martabat sakramen. 
b. Karena itu antara orang-orang yang dibaptis tidak dapat ada kontrak 
perkawinan sah yang tidak dengan sendirinya merupakan sakramen.25 
Menurut Kitab Perjanjian Lama maupun Kitab Perjanjian Baru, kata 
“perjanjian” menunjukkan pada hubungan yang erat dan mesra antara Allah 
dan Israel, antara Kristus dan Gereja-Nya. Maka, bila hukum gereja Katolik 
menyebut perkawinan sebagai sebuah “perjanjian”, hal itu dimaksudkan untuk 
menegaskan pandangan gereja bahwa perkawinan merupakan hubungan yang 
erat mesra antara suami dan isteri. Karena itu, perjanjian tersebut juga 
dikatakan “membentuk antar mereka kebersamaan seluruh hidup”. Hukum 
gereja Katolik mengakui adanya tujuh sakramen, dan megakui bahwa 
parkawinan antara dua orang yang telah dibaptis merupakan salah satu dari 
tujuh sakramen tersebut. 
Seperti sakramen-sakramen lain, perkawinan dipandang sebagai 
perayaan iman gereja yang membuahkan rahmat. Yang khas pada sakramen 
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perkawinan ialah bahwa sakramen tersebut melambangkan dan membuahkan 
cinta kasih yang erat mesra antara Kristus dan GerejaNya.  
Gereja Katolik juga memandang perkawinan sebagai lembaga hukum, 
suatu kenyataan yang dilindungi dan diatur oleh hukum. Menurut keyakinan 
katolik, sebagian dari hukum perkawinan berasal dari Allah, sedang sebagian 
lainnya berasal dari gereja Katolik sendiri. Jadi hakekat perkawinan menurut 
agama Katolik ialah persatuan antara seorang pria dan seorang wanita yang 
diberkati oleh Allah sendiri, dan diberi tugas bersama olehNya untuk 
meneruskan generasi manusia serta memelihara dunia. 
Pandangan Kristen Protestan, pernikahan adalah suatu peraturan yang 
ditetapkan oleh Tuhan, Khalik langit dan bumi, di dalam peraturan suci itu 
diaturNya hubungan antara pria dan wanita, dan itulah sebabnya laki-laki akan 
meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga 
keduanya menjadi satu daging. Agama Kristen Protestan tidak memandang 
perkawinan yang diteguhkan oleh gereja sebagai suatu sakramen. Nikah bagi 
mereka tetaplah termasuk sebagai alam kehidupan yang diciptakan. 
Kemuliaan Injil bagi pernikahan itu bukanlah berupa pengangkatan 
pernikahan itu ke alam atas (sakramen), tetapi pada kasih Kristus yang 
mangkuduskan kehidupan kelamin dan Perkawinan sebagai suatu persekutuan 
yang dikehendaki Tuhan menurut pandangan Kristen Protestan adalah: 
“Persekutuan Hidup” antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang 
meliputi baik jasmani maupun rohani. Suatu persekutuan hidup yang total, 




Menurut R.H. Sudarmadi “Persekutuan hidup antara satu laki-laki 
dengan satu perempuan yang masing-masing belum terikat dalam perkawinan 
dengan orang lain serta yang dalam kedaulatan dan kesepakatan masing-
masing (sesuai dengan norma yang fundamental dan universal yaitu hak dan 
kewajiban asasi manusia) bertekad menikah dengan pasangannya, dengan 
maksud memanusiakan dirinya/pengembangan pribadinya sesuai dengan 
kodratnya sebagai manusia laki-laki dan perempuan”.26 Pernikahan Kristen 
bukan dengan paksa, bukan dengan sembunyisembunyi, tetapi diketahui 
umum serta di dalam terang Firman Tuhan dan kesucian Allah. 
D. Tinjauan Umum tentang Perceraian  
1. Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
Semua orang yang telah terikat suatu lembaga perkawinan, pada 
umumnya berkehendak bahwa perkawinan tersebut hanya dipisahkan oleh 
kematian. Namun dalam kenyataannya, terkadang suami isteri dalam sebuah 
rumah tangga yang kurang memahami makna dan tujuan perkawinan, dalam 
mengarungi bahtera rumah tangga mengalami sesuatu yang tidak diinginkan. 
Suatu pertengkaran yang terus menerus, penyebabnya karena berbagai faktor 
maka sangat dimungkinkan untuk terjadinya perceraian.  
Secara difinitif, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan tidak secara khusus menjelaskan arti perceraian. Namun jika 
mencermati Pasal 38 yang berbunyi perkawinan dapat putus karena: 
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b. perceraian dan 
c. atas keputusan Pengadilan.  
Serta Pasal 39 yang berbunyi:  
(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah 
Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan 
kedua belah pihak. 
(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami 
isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. 
(3) Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan 
perundangan tersendiri. 
Maka perceraian diperbolehkan, walaupun pada asasnya undang-
undang ini mempersulit adanya perceraian. Menurut Undang-Undang No. 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sangat sukar untuk melakukan 
perceraian karena undang-undang ini menganut prinsip mempersulit 
perceraian. Prinsip ini merupakan upaya untuk mengurangi dan menekan 
angka perceraian serta agar perceraian tidak dijadikan alternatif terakhir oleh 
suami isteri apabila terjadi pertengkaran dalam rumah tangga. Selanjutnya 
alasan-alasan perceraian diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 
Tahun 1975, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan: 
a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi 




b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-
turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di 
luar kemampuannya. 
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman 
yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.  
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 
membahayakan pihak lain. 
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak 
dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri. 
f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan 
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah 
tangga. 
Suatu proses perceraian, alasan-alasan yang telah dipersiapkan belum 
cukup dinilai sebagai jaminan. Para pihak harus memenuhi persyaratan 
administrasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Hal ini sesuai 
dengan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, yang berbunyi: Tata Cara perceraian di depan sidang pengadilan 
diatur dalam perundangan tersendiri. Peraturan perundangan yang 
dimaksudkan adalah Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Dalam hal 
perceraian maka suami-isteri yang akan bercerai juga harus memperhatikan 
ketentuan agama. Apakah ketentuan hukum agama yang dianut suami-isteri 
yang bersangkutan memungkinkan atau tidak bagi pasangan suami-isteri yang 




bersangkutan melarang terjadinya perceraian, maka perceraian tersebut tidak 
dapat dilaksanakan meskipun undang-undang atau hukum negara 
memungkinkannya.27 
Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu 
serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Tidak disinggung di sini 
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dan kalau kita 
perhatikan rumusan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang 
berbunyi: Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara 
suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Maka seolah-
olah untuk perceraian ini tidak perlu diperhatikan hukum masing-masing 
agamanya dan kepercayaannya. 
Terlepas dari interpretasi pasal tersebut, maka dalam implimentasi 
perceraian yang dilandasi dasar agama dan kepercayaannya itu, setidaknya 
akan menjadi pembanding bagi terlaksananya perceraian. Adanya proses 
perceraian yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan merupakan 
realisasi dari prinsip perkawinan yang dianut Undang-Undang No. 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan, yaitu prinsip untuk mencegah perceraian. Walaupun 
perceraian merupakan urusan pribadi, atau kehendak bersama, maupun 
kehendak salah satu pihak dan tidak memerlukan campur tangan pihak lain 
atau pihak pemerintah, namun demi menghindari tindakan sewenang-wenang 
terutama dari pihak suami kepada isterinya serta demi adanya kepastian 
hukum, maka perceraian harus dilakukan melalui saluran lembaga peradilan. 
                                                 




Fungsi proses persidangan merupakan hal yang sangat penting, sebab 
dalam sidang kedua belah pihak mendapatkan beberapa pertimbangan dan 
alternatif dari hakim agar yang bersangkutan tidak meneruskan niatnya untuk 
bercerai. Akan tetapi andaikata dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang 1 No. 
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diharuskan untuk memperhatikan hukum 
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka akan sulit bagi 
mereka yang beragama Kristen, terutama bagi yang beragama Kristen Katolik, 
untuk bercerai. 
2. Perceraian Menurut Agama Kristen (Katolik dan Protestan)  
Sebagai akibat dari pengaruh agama-agama besar terkait perceraian, 
pemutusan perkawinan menurut hukum adat hampir selalu terjadi dengan 
campur tangan aturan-aturan keagamaan. Di dalam pengaruhnya terhadap 
perceraian itu agama Islam dan agama Nasrani menunjukkan persamaan 
dalam dua hal: 
a. Perceraian itu sangat tercela, 
b. Yang dicampurinya bukanlah lembaga perkawinannya selaku suatu urusan 
masyarakat, melainkan segi pribadi dari pemutusan perkawinan tersebut.  
Oleh karena itu maka norma-norma agama itu memangkas kekuatan 
mengatur dan mempertahankan yang dimiliki para ketua kerabat dan kepala 
desa, meskipun kedua-duanya mensyaratkan keteguhan pribadi pada suami 
maupun isteri. Meskipun pangkal haluannya sama, namun pengaruh kedua 





a. Agama Nasrani pada umumnya memperkecil kemungkinan bercerai; 
b. Mengenai alasan dan prosedur perceraian, aturan-aturan agama Nasrani 
memberikan hak yang sama kepada suami dan isteri; 
c. Norma-norma agama Nasrani mensaratkan campur-tangan penguasa, 
hendaknya perceraian ditetapkan dengan keputusan Hakim. 
Pengertian perceraian menurut agama Kristen merupakan putusnya 
hubungan pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan 
yang telah hidup bersama sebagai suami isteri. Istilah perceraian ada dua 
pengertian yang digunakan dalam dua keadaan yang berbeda. Pertama, adalah 
perceraian dengan istilah a mensa et thoro (dari meja dan tempat tidur), lebih 
tepat lagi didefinisikan sebagai “pemisahan”. Dalam masalah ini pasangan 
suami isteri tersebut hidup terpisah dan berhenti untuk tinggal bersama 
sebagai suami isteri, tetapi masih terikat dengan perkawinan dan tidak ada 
kebebasan untuk menikah lagi dengan orang lain ketika pasangannya masih 
hidup. Keadaan seperti ini diakui oleh hukum dan diijinkan oleh tradisi 
Kristen di dalam pernikahan. Kedua, Pengertian perceraian adalah dengan 
istilah a Vinculo yang berarti putusnya hubungan dari ikatan perkawinan 
(secara hukum/resmi). Mereka sudah tidak terikat satu dengan lainnya dan 
keduanya bebas menikah lagi dengan orang lain. Perceraian dalam pengertian 
seperti inilah yang banyak ditentang oleh gereja.  
Menurut Agama Katolik tidak mengenal putusnya perkawinan, 





a. Perpisahan dengan tetap adanya ikatan perkawinan, suami isteri 
mempunyai kewajiban dan hak untuk memelihara hidup bersama 
perkawinan, kecuali jika ada alasan sah yang memuaskan mereka. Sangat 
dianjurkan agar suami isteri, demi cinta kasih Kristiani serta keprihatinan 
atas kesejahteraan keluarga, tidak menolak pengampunan bagi pihak yang 
berzinah, dan tidak memutuskan kehidupan perkawinan. Kendati pun 
demikian jika ia belum mengampuni kesalahannya secara tegas atau diam-
diam, maka ia berhak untuk memutuskan hidup bersama perkawinan, 
kecuali kalau ia menyetujui perzinahan itu, atau ia sendiri juga berzinah. 
b. Perpisahan dengan diputuskan ikatan perkawinannya. Perkawinan yang 
tidak disempurnakan dengan persetubuhan antara orang-orang yang telah 
dibaptis, atau antara pihak dibaptis dengan pihak tak dibaptis, dapat 
diputuskan oleh Sri Paus atas alasan yang wajar, atas permintaan kedua-
duanya atau salah seorang dari antara mereka, meskipun pihak yang lain 
tidak menyetujuinya.28  
Jika salah satu pihak menyebabkan bahaya besar bagi jiwa atau badan 
pihak lain atau anaknya, atau membuat hidup bersama terlalu berat, maka ia 
memberi hak kepada pihak lain untuk berpisah dengan keputusan Ordonaris 
Wilayah, dan juga atas kewenangannya sendiri, kalau berhahaya jika ditunda. 
Bila terjadi perpisahan suami isteri, haruslah selalu diperhatikan dengan baik 
mengenai nafkah dan pendidikan yang sewajarnya bagi anak-anak. Bagi 
                                                 




orang-orang Indonesia Katholik, perceraian tidaklah mungkin menurut Hukum 
Gereja. 
Orang-orang Indonesia Protestan biasanya mengakui beberapa fakta 
berat sebagai alasan perceraian: zina (oleh pria maupun wanita), penganiayaan 
berat, meninggalkan rumah dengan maksud jahat, kadang-kadang juga 
kemandulan. Di Minahasa, perceraian dapat dinyatakan atas dasar permintaan 
bersama oleh suami-isteri, sedang di Ambon karena hidup terpisah dalam 
waktu yang agak lama. Biasanya Landraad (Pengadilan Negeri) ataupun 
Hakim Pribumi dianggap berwenang memeriksa dan mengadili tuntutan cerai. 
Di Jawa, Dewan Gereja pernah diberi wewenang untuk itu.29 
Putusnya perkawinan dengan alasan perceraian bagi pasangan suami 
isteri yang beragama Kristen Katolik tidak diperbolehkan, karena dalam 
perkawinan Kristen Katolik terdapat asas monogami dan tak terceraikan 
sesuai dengan Kitab Suci, yakni: “Apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan 
tidak dapat diceraikan oleh manusia”.30 Menurut ajaran Paus Yohanes Paulus 
II dalam “Seruan Apostolik Familiaris Consortio” sub bab Rencana Allah 
tentang perkawinan dan keluarga 13 adalah “Perkawinan antara dua orang 
terbaptis merupakan simbol nyata dari Perjanjian Baru dan kekal antara 
Kristus dan Gereja, merupakan sakramen, peristiwa keselamatan. Cinta 
mereka berciri menyatukan jiwa badan tak terceraikan, setia, terbuka bagi 
keturunannya”. 
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Menurut ajaran Kristen Katolik, perceraian memang dilarang secara 
mutlak. Oleh karena itu, bagi suami isteri yang sedang mengalami 
kegoncangan rumah tangga, dapat ditempuh cara pisah meja dan tempat tidur. 
Upaya tersebut dimaksudkan agar kedua belah pihak lambat laun akan tumbuh 
rasa rindu dan menyadari kekeliruannya dan pada akhirnya keutuhan 
perkawinan kembali lagi. Peraturan Gereja Katolik secara mutlak melarang 
terjadinya perceraian, apabila kedua belah pihak masih hidup dan karena ada 
perzinahan. Menurut ajaran Rasul Paulus, dikatakan: “Seorang isteri terikat  
oleh hukum kepada suaminya selama suaminya masih hidup. Akan tetapi 
apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikat kepada 
suaminya itu. Jadi selama suaminya itu masih hidup ia dianggap berzinah, 
kalau ia menjadi isteri laki-laki lain; tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas 
dari hukum, sehingga bukanlah berzinah, kalau ia menjadi isteri laki-laki 
lain”.31 
Menurut pandangan agama Kristen Protestan tentang perkawinan, 
dikatakan: “Allah telah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan. 
Karena itu Dialah yang menghendaki, menetapkan, memberkati dan 
memelihara pernikahan itu. Yang menarik ialah bahwa laki-laki dan 
perempuan telah diciptakan dari satu daging. Ini berarti laki-laki maupun 
perempuan hanyalah belahan saja, dan melalui pernikahan, kedua belahan itu 
menjadi satu kasatuan yang utuh, sama dan sederajat. Demikianlah mereka 
                                                 




bukan lagi dua melainkan satu daging. Karena itu apa yang telah dipersatukan 
oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia”.32 
Perkawinan tidak dapat diputuskan oleh kuasa manusiawi manapun 
juga dan atas alasan apapun selain oleh kematian. Dengan adanya kematian 
salah satu pihak yang kawin itu, menjadi putus ikatan perkawinannya, namun 
hubungan sebagai akibat perkawinan di antara keluarga para pihak yang 
bersangkutan tidak putus. Bagi suami isteri yang masih hidup yang telah 
menjadi duda atau janda boleh kawin lagi, persyaratan yang ditentukan oleh 
ketentuan yang tidak disempurnakan dengan persetubuhan antara orang yang 
telah dibaptis, atau antara pihak dibaptis dengan pihak tak dibaptis diputuskan 
oleh Sri Paus atas alasan yang wajar, atas permintaan kedua-duanya atau salah 
seorang dari antara mereka, meskipun pihak yang lain tidak menyetujuinya.  
Oleh karena itu, timbul beberapa pendapat orang-orang Kristen tentang 
perceraian. Adapun berbagai sikap mengenai perceraian adalah sebagai 
berikut: 
a. Ada yang menolak alasan apapun. 
b. Ada yang membenarkan perceraian berikut hak untuk kawin lagi bagi 
pihak yang tidak bersalah dalam hal perbuatan zinah. 
c. Ada yang menyetujui beberapa alasan untuk bercerai dan kawin lagi. 
d. Ada yang menyetujui adanya hak untuk bercerai dan menyangkal adanya 
hak untuk kawin lagi. 
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Perceraian pada dasarnya adalah putusnya hubungan perkawinan 
antara seorang suami dengan seorang isterinya pada saat mereka masih hidup. 
Dalam ajaran Katolik dijelaskan bahwa iman Kristen selalu berpegang teguh 
pada kewahyuan. Walaupun demikian, tidak semua penulis kitab-kitab 
Perjanjian Lama menegaskan hal yang sama. Penulis kitab Ulangan bab 24 
jelas memberikan pandangan lain, walaupun pandangan itu disampaikan 
bukan untuk mendukung melainkan untuk mengatur perceraian, agar wanita 
yang diceraikan tidak terlantar. Oleh karena itu suami harus memberikan surat 
cerai, demi kejelasan status bekas isterinya itu.33 
Pada ayat 1-2 tertulis: “Apabila seseorang mengambil seorang 
perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi 
perempuan itu, sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya lalu ia menulis 
surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, sesudah itu 
menyuruh dia pergi dari rumahnya dan pergi dari sana.34 
Menurut Injil Markus bab 1–12, beliau menolak perceraian sama 
sekali: “Karena ketegaran hatimulah maka Musa menuliskan perintah itu 
untuk kamu (yakni untuk menceraikan isteri dengan memberi surat cerai). 
Tetapi pada awal dunia Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan … 
laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, 
sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah, mereka bukan lagi dua, 
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melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh 
diceraikan oleh manusia.35 
Penulis Injil Mateus bab 19 ayat 1-12 menyisipkan suatu kekecualian 
dalam ajaran Yesus tersebut. Masalah lain muncul dari Surat Paulus. Ia 
memang menggaris bawahi penolakan Yesus terhadap perceraian. Walaupun 
demikian, ia memperbolehkan suami/isteri Kristen untuk berpisah, atau 
menerima ajakan atau desakan perceraian dari suami atau isterinya yang 
belum menjadi Kristen. Dalam suratnya kepada Umat di Korintus bab 7, 
antara lain menulis sebagai berikut: 
“Kepada orang-orang yang telah kawin, aku tidak, bukan aku 
melainkan Tuhan memerintahkan supaya isteri tidak menceraikan suaminya. 
Jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan 
suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan isterinya. Kepada 
orang-orang lain aku, bukan Tuhan, mengatakan: kalau ada seorang saudara 
beristeri seorang yang tidak beriman dan wanita itu mau hidup bersama-sama 
dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang 
saudari bersuami seorang yang tidak beriman dan dia itu mau hidup bersama-
sama dengan dia, janganlah ia menceraikan pria itu. Tetapi kalau orang yang 
tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai, dalam hal demikian 
saudara atau saudari tidak terikat”.36  
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Walaupun demikian gereja Katolik juga menentukan bahwa pemimpin 
gereja yang sah punya wewenang untuk menceraikan perkawinan, kecuali 
perkawinan sah antara dua orang Kristen yang telah dilengkapi dengan 
hubungan seksual sesudah pernikahan. Sahnya perceraian tidak hanya 
ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaannya, namun juga ditentukan 
oleh ketentuan hukum positif. Dengan peraturan tentang pencatatan putusan 
pengadilan yang diatur Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, 
terkandung pokok-pokok pikiran bahwa tiap putusan pengadilan yang sudah 
mempunyai kekuatan hukum tetap/telah dikukuhkan, harus dicatat. Sedangkan 
pengiriman putusan-putusan tersebut kepada kantor pencatat perkawinan 
menjadi tanggung jawab panitera pengadilan.  
59 
BAB III  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
 
A. Keabsahan Putusnya Perkawinan karena Perceraian Golongan Indonesia 
Kristen menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  
Pengadilan negeri adalah salah satu lembaga peradilan yang 
mempunyai tugas pokok dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara 
perdata dan pidana di tingkat pertama bagi pencari keadilan pada umumnya. 
Sehingga Pengadilan Negeri dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, 
dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak 
ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. 
Begitu juga terhadap hakim berdasarkan Pasal 22 Aglemene Bepalingen, 
hakim yang menolak untuk mengadakan keputusan terhadap perkara, dengan 
dalih undang-undang tidak mengaturnya, terdapat kegelapan atau 
ketidaklengkapan karena menolak mengadili perkara.  
Peradilan yang memeriksa perkara perdata, peradilan perdata, menjadi 
wewenang peradilan umum.37 Berdasarkan penjelasan Pasal 10 ayat (2) 
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman kiranya 
dapat disimpulkan bahwa bidang hukum apa yang menjadi wewenang 
peradilan umum adalah dalam perkara pidana dan perkara perdata. Contoh 
dari perkara perdata adalah perkawinan dan termasuk perceraian karena yang 
dimaksud dengan hukum keperdataan adalah ketetapan hukum yang mengatur 
                                                 





kepentingan dan hak-hak orang perorangan perdata maksudnya yaitu 
hubungan antar individu dengan individu lain yang sifatnya pribadi atau 
khusus. 
Perceraian warga negara Indonesia golongan Indonesia Kristen adalah 
suatu perbuatan hukum di bidang perdata maka dalam hal ini Pengadilan 
Negeri adalah lembaga peradilan yang bertugas memeriksa, mengadili dan 
memutus perkara perceraian tersebut. Perkara perceraian didasarkan pada 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan 
Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan.  
Hakim Pengadilan Negeri terkait kewenangan Pengadilan Negeri 
terhadap perkara perceraian golongan Indonesia Kristen, harus dilihat dari 
kewenangan absolut dan relatifnya. Kewenangan absolut adalah kewenangan 
lembaga peradilan dalam memeriksa dan mengadili jenis perkara tertentu yang 
secara mutlak tidak dapat diperiksa dan diadili oleh lembaga peradilan lain, 
sedangkan kewenangan relatif yaitu mengatur tentang pembagian kekuasaan 
mengadili suatu perkara tertentu antar pengadilan yang sejenis berdasarkan 
wilayah hukumnya. Hal tersebut nantinya sebagai penilaian terhadap 
kewenangan Pengadilan Negeri. 
Kewenangan absolut yaitu lembaga peradilan apa yang berwenang 
untuk mengadili perkara perceraian warga negara Indonesia golongan 
Indonesia Kristen, maka dapat diketahui dari Dalam Pasal 63 Undang-Undang 




dengan Pengadilan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah 
Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Umum 
bagi yang lainnya. 
Berdasarkan hal yang disebutkan di atas maka lembaga peradilan yang 
berwenang dalam mengadili perkara perceraian warga negara Indonesia 
golongan Indonesia Kristen adalah Pengadilan Negeri. Selain itu terdapat 
Kewenangan relatif yaitu mengatur tentang pembagian kekuasaan mengadili 
suatu perkara tertentu antar pengadilan yang sejenis berdasarkan wilayah 
hukumnya. Sehingga apabila terdapat perkara perceraian warga negara 
Indonesia golongan Indonesia Kristen maka Pengadilan yang berwenang 
adalah Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya di tempat tinggal tergugat. 
Hal ini didasarkan pada Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 
1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Pelaksanaan Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Setelah terpenuhinya 
kewenangan absolut dan relatif maka perkara perceraian warga negara 
Indonesia golongan Indonesia Kristen itu baru dinyatakan merupakan 
kewenangan Pengadilan Negeri yang akan mengadili perkara perceraian 
warga negara Indonesia golongan Indonesia Kristen. 
Terkait kewenangan Pengadilan Negeri berwenang atau tidaknya 
terhadap perkara perceraian warga negara Indonesia golongan Indonesia 
Kristen, tergantung apakah kewenangan absolut dan relatif sudah terpenuhi. 
Ketika semuanya terpenuhi maka Pengadilan Negeri tetap harus mengadili 




pada Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan 
Pasal 22 AB, bahwasannya Pengadilan tidak boleh menolak perkara dengan 
alasan tidak ada hukumnya. 
1. Kasus Posisi  
Kasus posisi pada perkara No. 23/Pdt.G/2020/PN Tgl merupakan 
perkara perdata pada tingkat pertama dengan pokok permasalahan 
Penggugat Bunga mengajukan gugat cerai kepada Tergugat Kumbang. 
Keduanya bertempat tinggal di Perumahan Griya Taman Rusiani Nomor 
10, RT 009/ RW 006, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota 
Tegal, beragama Kristen. 
Pada tanggal 24 Maret 2018 Penggugat dan Tergugat telah 
melangsungkan perkawinan yang tercatat dihadapan Pemuka Agama 
Kristen, dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Tegal, Provinsi 
Jawa Tengah, berdasarkan Akta Nikah No.: 3376-KW-26032018-0001 
tanggal 24 Maret 2018. Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah 
dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Gerald Miracle Setiawan, 
lahir di Tegal pada tanggal 19 Desember 2018 dengan Akta Kelahiran No. 
3376-LT-25022019-0001 pada tanggal 19 Desember 2018. 
Sejak ±1-2 tahun terakhir, diantara Penggugat dan Tergugat sering 
terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan meskipun perselisihan dan 
pertengkaran tersebut sering berujung pada perdamaian, namun 
perselisihan dan pertengkaran tersebut tetap terulang secara terus-menerus. 




Tergugat telah melakukan berbagai upaya untuk menghindari terjadinya 
keretakan rumah tangga, salah satunya dengan melibatkan pihak keluarga 
masing-masing Penggugat dan Tergugat sebagai mediator, namun 
perselisihan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat terus saja 
berlangsung dan mengakibatkan keretakan rumah tangga Penggugat dan 
Tergugat; 
Terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus 
tersebut, maka lembaga perkawinan yang telah dibina selama kurang lebih 
2 tahun tersebut tidak lagi menjadi wadah untuk saling berbagai, saling 
menyayangi dan saling membantu satu sama lain, serta menanamkan budi 
pekerti terhadap anak dari Penguggat dan Tergugat. Berdasarkan 
permasalahan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim 
menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat 
sebagaimana dimaksud dalam Akta Nikah No.: 3376-KW-26032018-0001 
tanggal 24 Maret 2018 yang tercatat di Kantor Catatan Sipil kota Tegal, 
Provinsi Jawa Tengah. 
Terhadap gugatan Penggugat tersebut Pihak Tergugat memberikan 
jawaban secara tertulis pada tanggal 6 Agustus 2020, yang pada pokoknya 
bahwa menjalani pernikahan memang tidak mudah. Seperti kata orang, 
mempertahankan lebih sulit daripada mendapatkan. Sampai saat ini saya 
masih mencintai Karen dan Gerald (anak kami). Saya akan tetap berusaha 
membahagiakan mereka. Kami punya janji dan komitmen ke Tuhan, untuk 




maupun duka, kelimpahan maupun kekurangan, sehat atau sakit, 
mempunyai keturunan atau tidak. Untuk saling mengasihi, menghormati 
dan menghargai serta hidup bersamasama dengan rukun dalam kasih 
Kristus, dan hanya maut yang dapat memisahkan kami berdua. 
Sesuai dengan Firman Tuhan yang tertulis pada Alkitab yaitu pada 
Matius 19:6 bahwa “Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. 
Karena itu, apa yang sudah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan 
manusia.” Sebagaimana yang pernah Karen post di Facebooknya, 
beberapa hari setelah kami menikah. Pada kitab Maleakhi 2:16 tertulis 
demikian “Sebab Aku membenci perceraian, firman Tuhan, Allah Israel 
juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan 
semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat!” Tuhan 
yang membenci perceraian, Tuhan yang sama juga yang mengucapkan 
demikian “Marilah kepada-Ku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, 
Aku akan memberikan kelegaan kepadamu.” (Matius 11:28). Kami 
percaya pada kuasa dan mukjiat Tuhan, perlindungan dari Tuhan dan 
penyertaan Roh Kudus sepanjang hidup kami. Penggugat pada intinya 
tidak menginginkan perceraian tersebut dan mau untuk terus menjaga 
rumah tangganya. 
Majelis hakim dalam memutuskan perkara No. 23/Pdt.G/2020/PN 
Tgl mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat 
adalah gugat cerai. Sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok 




keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. Berdasarkan 
keterangan saksi Penggugat, yaitu Ny. Oey May Lin, serta bukti foto copi 
Kutipan Akta Perkawinan, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa antara 
Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan tertanggal 24 
Maret 2018 dan perkawinan tersebut telah dicatat pada Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal, sebagaimana tersebut 
dalam Kutipan Akta Perkawinan No.3376-KW-26032018-0001 yang 
dikeluarkan di Kota Tegal pada tanggal 26 Maret 2018, dengan demikian 
antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah 
menurut hukum. 
Pokok permasalahan Penggugat mengajukan gugat cerai kepada 
Tergugat dalam perkara ini adalah sejak 1 (satu) - 2 (dua) tahun terakhir 
antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan 
pertengkaran, meskipun sering berujung perdamaian. Namun perselisihan 
dan pertengkaran tersebut tetap terulang dan secara terus menerus, yang 
mengakibatkan keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, 
sehingga sejak Maret 2020 sampai dengan sekarang mereka tinggal 
terpisah yaitu Penggugat dan anaknya tinggal bersama di rumah ibu 
Penggugat di Jalan Brantas II No.5 Tegal Timur Kota Tegal, sedangkan 
Tergugat tinggal di rumahnya di Perumahan Griya Taman Ruslani No. 10 
Tegal Barat Kota Tegal. 
Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya Tergugat masih ingin 




membahagiakan Penggugat dan anaknya Gerald, Tergugat ingin berubah 
dan menata kata-kata yang akan diucapkan. Jika Penggugat membutuhkan 
waktu untuk berpisah sementara dulu Tergugat ijinkan, Tergugat juga mau 
instropeksi diri dan tentu banyak kesalahan kepada Penggugat, tetap akan 
tunggu Penggugat seumur hidupnya. Namun karena gugatan Penggugat 
dibantah atau tidak disetujui oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 
HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut. 
Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan 
bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 1 (satu) orang saksi, 
sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil penyangkalannya juga telah 
mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-3 dan 1 (satu) orang saksi. Untuk 
dapat dikabulkannya suatu perceraian dengan alasan perselisihan/ 
pertengkaran terus menerus maka yang harus dibuktikan adalah apakah 
benar telah terjadi pertengkaran/perselisihan atau cek-cok yang terus 
menerus, sehingga tidak dapat dirukunkan kembali bukanlah ditekankan 
kepada penyebab pertengkaran/cek-cok (Vide: Putusan MARI No. 
180/Pdt./1985, Tanggal 24 Desember 1986). 
Dalil Penggugat perihal adanya perselisihan dan percekcokan 
karena tidak ada kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat yang 
diperkuat pula dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat 
yaitu saksi Ny. Oey May Lin sebagai orang tua Penggugat bahwa antara 
Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dengan saling 




akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tingga serumah 
lagi, serta Penggugat di persidangan bersikeras ingin bercerai dan 
dipersidangan orang tua Penggugat menerangkan tidak berkeberatan 
Penggugat dan Tergugat bercerai karena mereka selama ini yang menjalan 
perkawinan adalah Penggugat dan Tergugat, demikian pula saksi yang 
diajukan Tergugat yaitu teman Tergugat bernama Candra Wijaya yang 
pada pokoknya menghendaki mereka untuk tidak bercerai dan 
menyelesaikan permasalahan dengan akur atau damai. Tetapi ketika dalam 
persidangan Ketua Majelis menanyakan kepada Penggugat tentang alasan 
niatnya tetap bercerai dengan Tergugat, jawaban Penggugat menyatakan 
Penggugat tidak mencintai lagi Tergugat, sehingga Mejelis Hakim 
berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah 
dan tidak harmonis lagi sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik. 
Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan dalam 
kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi 
perselisihan/percekcokan secara terus menerus, sehingga alasan Penggugat 
mengajukan gugat cerai kepada Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 
19 huruf “f” Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yaitu “Antara suami 
dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak 
ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. 
Oleh karena membubarkan perkawinan telah dianggap sebagai 
pilihan terbaik, maka berdasarkan hukum cukup beralasan perkawinan 




Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal, sebagaimana Kutipan 
Akta Perkawinan Nomor 3376-KW-26032018-001 antara Kumbang 
dengan Bunga yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Tegal pada tanggal 26 Maret 2018 dinyatakan putus 
karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. 
2. Analisis Penulis  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. PP. No. 9 tahun 1975 
ditentukan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa gugatan 
perceraian Non Islam. Dasar kewenangan hakim untuk mengadili gugatan 
perceraian perkawinan Kristen Protestan maupun Kristen Katolik (non 
Islam) tepatnya diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 jo. Pasal 1 (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. 
Hakim tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya 
dengan alasan hukumnya tidak diajukan atau tidak jelas. Hal perceraian, 
ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta 
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 memang tidak lengkap, 
khususnya untuk menyelesaikan gugatan perceraian pasangan suami isteri 
yang beragama Kristen.  
Ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak menyebutkan 
secara tegas bahwa syarat perceraian itu hukum agama tidak melarangnya. 
Dari data yang ada, dalam mengabulkan gugatan perceraian hakim hanya 
mengacu pada ketentuan hukum negara, yaitu Undang-Undang No. 1 




Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Jika salah satu alasan, atau lebih dari satu 
alasan terpenuhi dan terbukti, maka hakim mengabulkan gugatan 
perceraian. Hakim tidak mempertimbangkan perselisihan itu berasal dari 
Penggugat atau Tergugat, atau kesalahan itu terletak pada Penggugat atau 
Tergugat. Ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pada prinsipnya 
mempersulit adanya perceraian, namun pada pelaksanananya gugatan 
perceraian pasangan suami isteri yang beragama Kristen diterima dan 
dikabulkan oleh hakim. 
Hukum bekerja dengan paksa, sedangkan norma agama bekerjanya 
dengan kekuatan batin dari para pelakunya. Dalam putusan No. 23/Pdt.G/ 
2020/PN Tgl, hakim mengetahui bahwa perceraian bagi penganut agama 
Katolik adalah aib dan terlarang. Perkawinan antara Penggugat dan 
Tergugat sah menurut hukum, terbukti dari dari keterangan saksi 
Penggugat, yaitu Ny. Oey May Lin, serta bukti surat P.2 berupa foto copi 
Kutipan Akta Perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan 
Perkawinan tertanggal 24 Maret 2018 dan perkawinan tersebut telah 
dicatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal, 
sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No.3376-KW- 
26032018-0001 yang dikeluarkan di Kota Tegal pada tanggal 26 Maret 
2018, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam 
perkawinan yang sah menurut hukum. 
Oleh karena itu, perceraian bagi mereka menjadi wewenang 




Adanya gugatan perceraian, hakim menyerahkan sepenuhnya kepada 
suami isteri yang bersangkutan, meskipun dikatakan Gereja tetap melarang 
perceraian. Gereja tetap bersikukuh bahwa menurut ajaran agama kristen 
Protestan maupun Katolik perkawinan yang ratum consummatum tidak 
dapat diceraikan oleh manusia. Dalam perkawinan Kristen dituntut 
kesetiaan yang utuh antara suami isteri. Setiap persoalan yang terjadi dapat 
diselesaikan menurut ajaran agama. Ajaran Gereja tersebut menurut hakim 
sebenarnya sejalan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
yaitu adanya hakekat perkawinan. Hakekat antara hukum gereja dengan 
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan, yaitu adanya 
persatuan suami isteri untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera 
berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Terhadap persoalan yang timbul 
dalam perkawinan golongan Indonesia Kristen diselesaikan tidak dengan 
cara perceraian, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 dapat diselesaikan dengan perceraian. 
Pertimbangan hakim semacam ini bersumber pada Doktrin/Ilmu 
Pengetahuan Hukum, bukan bersumber pada Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Oleh karena 
perundang-undangan tidak lengkap, maka hakim menemukan hukumnya 
lewat doktrin/Ilmu Pengetahuan Hukum. Meskipun agama Kristen 
melarang perceraian, akan tetapi dengan membiarkan suami isteri dalam 
suasana yang tidak harmonis akan membawa ke dalam penderitaan hidup 




Dapat dikatakan hakim menggunakan penafsiran yang bersifat sosiologis 
terhadap ketentuan perkawinan Kristen yang melarang adanya perceraian. 
Berdasar penafsiran ini, makna undang-undang ditetapkan berdasarkan 
tujuan kemasyarakatan. Definisi peraturan perundang-undangan 
disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Dengan 
demikian, hakim menggunakan nilai-nilai kemanusiaan dalam 
pertimbangan hukumnya, bukan ajaran perkawinan Kristen, kemudian 
dikaitkan dengan hukum negara (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. 
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975) sebagai dasar kewenangan untuk 
menembus perceraian pasangan suami isteri yang beragama Kristen. 
Menurut penulis putusan pada perkara No. 23/Pdt.G/2020/PN Tgl 
yang menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang 
dilangsungkan pada tanggal 24 Maret 2018 dan perkawinan tersebut telah 
dicatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal, 
sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No.3376-KW-
26032018-0001 yang dikeluarkan di Kota Tegal pada tanggal 26 Maret 
2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya sudah 
benar dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Putusan hakim 
tersebut mempertimbangkan bahwa suatu perceraian dengan alasan 
perselisihan/pertengkaran terus menerus maka yang harus dibuktikan 
adalah apakah benar telah terjadi pertengkaran/perselisihan atau cek-cok 




ditekankan kepada penyebab pertengkaran/cek-cok (Vide: Putusan MARI 
No: 3180/Pdt./1985, Tanggal 24 Desember 1986).  
Alasan niat Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat, yaitu 
Penggugat tidak mencintai lagi Tergugat, sehingga dapat disimpulkan 
bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak 
harmonis lagi sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik. Dari uraian 
tersebut di atas maka dapat disimpulkan dalam kehidupan rumah tangga 
Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan/percekcokan secara 
terus menerus, sehingga alasan Penggugat mengajukan gugat cerai kepada 
Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf “f” Peraturan 
Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sehingga sudah selayaknya untuk 
dikabulkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.  
Putusan Hakim tidak mempertimbangkan perselisihan itu berasal 
dari Penggugat atau Tergugat, atau kesalahan itu terletak pada Penggugat 
atau Tergugat. Hakim di sini hanya mempertimbangkan segi kepastian 
hukumnya saja, yaitu alasan perceraian sudah sesuai dengan Peraturan 
Pemerintah No. 9 tahun 1975 yaitu  Penggugat tidak mencintai lagi 
Tergugat sehingga terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan 
tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Hakim telah 
menggunakan penafsiran gramatikal dalam menerapkan hukumnya 
terhadap kasus tersebut. 
Demi adanya kepastian hukum tentang status perceraian tersebut 




Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Panitera 
Pengadilan Negeri Tegal Kelas I A atau Pejabat yang berwenang yang 
ditunjuk untuk itu oleh karena kewajibannya diperintahkan untuk segera 
mengirimkan salinan/turunan dari putusan perkara ini yang telah 
berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat pada Kantor Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tegal untuk segera mendaftar/ 
mencatatkan dalam Register Perceraian dan sesuai dengan ketentuan Pasal 
40 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan, sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 24 
Tahun 2013. Maka berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud Pasal 40 
ayat (1), kepada Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta 
Perceraian dan menerbitkan akta perceraian tersebut. 
B. Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 pada putusan No. 23/Pdt.G/ 2020/PN.Tgl 
Perceraian dapat memutuskan hubungan antara suami istri dalam 
ikatan perkawinan. Namun tidak dapat berlaku terhadap anak-anaknya. Bila 
terjadi pemutusan perkawinan karena perceraian, baik ibu maupun ayah tetap 
berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata demi 
kepentingan si anak.38 Anak tetap merupakan dan menjadi tanggung jawab 
orang  tua,  walaupun  meraka  telah  bercerai berdasarkan putusan Pengadilan  
                                                 
38 Satria Effendi M. Zein, Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama, 
Jakarta: Raja Wali Press, 2000, 172 -173. Lihat juga Andi Syamsu Alam dan M Fauzan, Hukum 




Negeri. Menurut Pasal 41 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: “Akibat putusnya perkawinan 
karena perceraian” terhadap anak ialah:  
1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-
anaknya, sematamata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada 
perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberikan 
keputusannya; 
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan 
pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tak 
dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa 
ibu ikut memikul biaya tersebut. 
Menurut Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, selagi anak belum berusia 18 tahun atau belum menikah ia berada 
di bawah kekuasaan orang tuanya yang akan mewakilinya mengenai 
perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Meskipun memegang 
kuasa, orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-
barang tetap milik anaknya kecuali kepentingan anak menghendaki (Pasal 48 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).  
Setelah terjadinya perceraian maka pengadilan akan memutuskan siapa 
di antara bapak dan ibu yang berhak menjalankan kuasa orang tua demi 
kelangsungan pemeliharaan dan pengasuhan anak, tidak jarang terjadi 
perebutan mengenai hak asuh anak, masing-masing bekas suami isteri merasa 




23/Pdt.G/2020/PN Tgl hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak 
mempertimbangkan ketentuan Pasal 47 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan, anak yang masih dibawah kekuasaan orang tuanya adalah 
anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. Anak dari 
Penggugat dan Tergugat yang bernama Gerald Miracle Setiawan, lahir pada 
tanggal 19 Desember 2018, dengan demikian masih dibawah umur 18 
(delapan belas). Dengan demikian menurut hukum masih dibawah kekuasaan 
orang tuanya. 
Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-
anaknya dengan sebaik-baiknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, 
kewajiban orang tua terus berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri 
sendiri, kewajiban ini pun berlaku terus meskipun orang tuanya telah bercerai 
(vide pasal 41 dan pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974). Hubungan antara orang 
tua dengan anak adalah bersifat abadi, yang tidak dapat dipisahkan oleh 
kekuatan apapun juga. Penggugat dalam surat gugatannya petitum angka 3, 
memohon ditetapkan sebagai yang mengasuh dari anak hasil Perkawinan 
Penggugat dan Tergugat, karena selama ini anak tersebut diasuh oleh 
Penggugat dan jika di tinggal bekerja oleh Penggugat anak tersebut diasuh 
oleh Ibu Penggugat. Maka Majelis Hakim dengan memperhatikan kondisi dan 
keadaan Penggugat, Majelis Hakim juga memperhatikan juga kepentingan 
pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut pada masa sekarang maupun 
untuk masa depannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai 




Miracle Setiawan, lahir pada tanggal 19 Desember 2018 sepatutnya ada pada 
Penggugat selaku Ibu kandungnya yang selama ini mengasuhnya, dengan 
tidak mengurangi hak dan kewajiban Tergugat selaku Ayah kandungnya untuk 
berkunjung, memelihara dan mendidik anak tersebut sampai anak itu dewasa.  
Menurut penulis Majelis Hakim dalam memutuskan penguasaan anak 
tersebut sudah sesuai dengan hukum yang berlaku dengan cara mensinkron 
dan harmonisasikan antara hukum postif dan sikap sosial kedua orang tuanya 
untuk kepentingan terbaik anak, serta melihat implikasinya, dari segi hukum 
positif terhadap anak, penguasaan anak cenderung diberikan kepada ibunya 
karena mempunyai hubungan biologis dengan ibunya sebelum ia dewasa dan 
masih sangat memerlukan perhatian dari seorang ibu. Namun jika terdapat 
dalil dan bukti-bukti yang menguatkan penguasaan diberikan kepada bapak 
maka penguasaan dapat diberikan kepada bapak. Pertimbangan bagaimana 
sikap sosial dan perilaku dari ibu dan bapaknya, terhadap anak, itulah yang 
digali selama persidangan untuk memutuskan penguasaan anak. 
Jadi dalam hal ini apabila pihak yang diserahkan kewajiban 
memelihara dan mendidik anak tidak melaksanakan dengan baik, maka dapat 
saja digugat kembali oleh pihak lain yang berkepentingan terhadap anak 
tersebut. Gugatan tersebut dapat timbul setelah memperoleh hak asuh dan 
tanggung jawab dalam pemeliharaan dari anak tersebut, di mana dalam 





A. Kesimpulan  
Berdasarkan atas analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, 
maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Keabsahan putusnya perkawinan karena perceraian golongan Indonesia 
Kristen menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan adalah sah. Putusan Hakim tidak mempertimbangkan 
perselisihan itu berasal dari Penggugat atau Tergugat, atau kesalahan itu 
terletak pada Penggugat atau Tergugat. Hakim di sini hanya 
mempertimbangkan segi kepastian hukumnya saja, yaitu alasan perceraian 
sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu  
Penggugat tidak mencintai lagi Tergugat sehingga terus menerus terjadi 
perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi 
dalam rumah tangga, Hakim telah menggunakan penafsiran gramatikal 
dalam menerapkan hukumnya terhadap kasus tersebut. 
2. Pada perkara No. 23/Pdt.G/2020/PN Tgl hakim dalam memutuskan 
perkara hak asuh anak mempertimbangkan ketentuan Pasal 47 Undang 
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang masih 
dibawah kekuasaan orang tuanya adalah anak yang belum mencapai umur 
18 (delapan belas) tahun. Anak dari Penggugat dan Tergugat yang 
bernama Gerald Miracle Setiawan, lahir pada tanggal 19 Desember 2018, 




dalam memutuskan penguasaan anak tersebut sudah sesuai dengan hukum 
yang berlaku dengan cara mensinkron dan harmonisasikan antara hukum 
postif dan sikap sosial kedua orang tuanya untuk kepentingan terbaik anak, 
serta melihat implikasinya, dari segi hukum positif terhadap anak, 
penguasaan anak cenderung diberikan kepada ibunya karena mempunyai 
hubungan biologis dengan ibunya sebelum ia dewasa dan masih sangat 
memerlukan perhatian dari seorang ibu. 
B. Saran  
1. Hakim dalam menetapkan putusan hak asuh terhadap anak di bawah umur 
hendaklah juga memperhatikan faktor psikologis dari anak yang akan 
lebih baik bila diasuh oleh ibunya dengan pertimbangan seorang anak 
dalam umur tersebut masih sangat membutuhkan seorang ibu. Namun jika 
terdapat dalil dan bukti-bukti yang menguatkan penguasaan diberikan 
kepada bapak maka penguasaan dapat diberikan kepada bapak. 
Pertimbangan bagaimana sikap sosial dan perilaku dari ibu dan bapaknya, 
terhadap anak, itulah yang digali selama persidangan untuk memutuskan 
penguasaan anak. 
2. Bagi orang tua anak, apabila pihak yang diserahkan kewajiban 
memelihara dan mendidik anak tidak melaksanakan dengan baik, maka 
dapat saja digugat kembali oleh pihak lain yang berkepentingan terhadap 
anak tersebut. Gugatan tersebut dapat timbul setelah memperoleh hak asuh 
dan tanggung jawab dalam pemeliharaan dari anak tersebut, di mana 
dalam pelaksanaannya penerima hak tidak melaksanakan kewajibannya. 
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